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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD RIDWAN SALEH (B111 10 911) Tinjauan Yuridis 
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Pengisian 
Jabatan Hakim Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dibawah bimbingan dan arahan Bapak 
Aminuddin Ilmar selaku Pembimbing I dan  Bapak Faisal Abdullah 
selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pengisian 
jabatan Hakim Agung menurut UUD NRI 1945 dan UU Mahkamah Agung, 
dan bagaimana implikasi yuridis yang ditimbulkan dengan makna 
persetujuan yang telah diuraikan. Berbagai preskripsi/penilaian akan 
muncul setelah penulis menguraikan landasan teori konstitusi, sistem 
ketetanegaraan berdasarkan perspektif kewenangan lembaga negara, 
teori kewenangan, teori pemisahan/pembagian kekuasaan, prinsip 
kekuasaan kehakiman, serta asas-asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik., serta dengan mencermati sistematika 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mekanisme 
pengangkatan hakim agung.  
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
dokumentasi terhadap arsip/dokumen yang berkaitan dengan masalah 
yang dikaji dan wawancara kepada akademisi sehubungan dengan 
masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis 
berdasarkan rumusan masalah untuk selanjutnya penulis sajikan secara 
preskripsi, yaitu dengan memberikan penilaian  tentang benar atau 
salahnya suatu peristiwa hukum sesuai dengan apa yang seharusnya 
menurut hukum dalam konteks permasalahan yang dihadapi.  
 
Berdasarkan pembahasan dan fakta maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa (1) istilah “persetujuan” DPR dalam UUD NRI 1945 hanya dapat 
bermakna menyatakan setuju atau tidak setuju, dan itu berbeda dengan 
makna serta tujuan dari istilah “dipilih” atau “pemilihan” yang terdapat 
dalam UU Mahkamah Agung (2) perbedaan makna yang muncul dapat 
berujung pada potensi dibatalkannya ketentuan dalam UU Mahkamah 
Agung yang terkait dengan hal tersebut karena bertentangan dengan 
konstitusi, dan tentunya melalui mekanisme judicial review. 
 
Kata kunci: persetujuan, pemilihan, konstitusional, hakim agung  
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ABSTRACT 
 
MUHAMMAD RIDWAN SALEH ( B111 10 911 ) Juridical Review of 
the Approval of the House of Representatives in Recruitment Process of 
Supreme Court Justices based on the Constitution of the Republic of 
Indonesia 1945, supervised by Mr. Aminuddin Ilmar and Mr. Faisal 
Abdullah. 
 
This research was aimed to determine the meaning of the approval 
of the House of Representatives in the process of Supreme Court Justices 
recruitment, and the juridical implications that will be posed by the 
meaning of the approval that has been explained. All prescriptions will 
appear after the author describing theory of constitution, constitutional 
system based on state institutions authority perspective, the theory of 
authority, the concept of separation / division of powers, the principle of 
judicial power, the principles of the formation of the good legislations, and 
by analyzing the systematics of legislations that related to the mechanism 
of justices‟ appointment. 
 
This research applying documentation study method to archives or 
documents that related with the case study and also interview with 
academician in relation with the case. The data that have been obtained 
were processed and analyzed and then presented as a prescription, to 
make judgment on the truth or falsity of a legal event in accordance with 
what is supposed by law. 
 
Based on the study and fact, the conclusions as follows ( 1 ) the term 
"approval" of the House of Representatives in the Constitution 1945 can 
only be interpreted as agree or disagree , and it is different with the term 
"chosen" or "election" that contained in the Supreme Court‟s Act ( 2 ) the 
differences of the meanings can potentially lead to an unconstitutional 
terms in Supreme Court‟s Act and all other norms related that are contrary 
to the constitution, and of course through the judicial review mechanism. 
 
Keywords: approval, election, constitutional, justices 
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1 
BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Hakikat negara hukum yang melekat pada negara Indonesia 
merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap penyelenggaraan 
negara.  Artinya, baik secara formil maupun materil, semua hal yang 
terkait dengan perwujudan penyelenggaraan negara harus 
berdasarkan hukum. Adapun model negara hukum tersebut, dalam 
konsep Eropa Kontinental dinamakan rechtstaat, sedangkan dalam 
konsep Anglo-Saxon dinamakan rule of law. Adapula model negara 
hukum dalam Islam yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist, atau 
diistilahkan sebagai nomokrasi Islam, serta model negara hukum 
Pancasila.1 
Kita sama-sama memahami bahwa sebagai negara hukum 
saja tidak cukup untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. 
Negara membutuhkan kekuataan dari bawah untuk mengaktualisasi  
visi nasional yang hendak dicapai. Kekuataan tersebut ialah 
kekuataan rakyat. Karena memang tak dapat dipungkiri bahwa rakyat 
lebih dari sekadar unsur negara. Posisi rakyat sangatlah penting 
dalam kemajuan negara. Untuk memenuhi hal tersebut, kekuatan 
rakyat itu perlu diwujudkan dalam bentuk kedaulatan. Sehingga, 
                                                             
     1 Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 63, dalam Ridwan HR., 
Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, 2011, hlm. 1. 
2 
sudah selayaknya negara yang berdasarkan atas hukum, juga 
melekatkan diri pada kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. 
Hal penting yang kemudian muncul adalah mengenai 
kekuasaan yang terdapat dalam negara hukum. Menurut 
Montesquieu, dalam sebuah negara idealnya terdapat pemisahan 
kekuasaan berdasarkan fungsinya. Fungsi-fungsi tersebut  adalah 
fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang telah dikenal secara 
klasik dalam teori hukum maupun politik. Pemikiran dari Montesquieu 
tersebut, oleh Immanuel Kant kemudian diberi nama Trias Politika. 
Dalam pemisahan tersebut, satu organ hanya boleh menjalankan satu 
fungsi (functie), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-
masing dalam arti yang mutlak.  
Salah satu fungsi kekuasaan di Indonesia yang mutlak tidak 
boleh dicampuri oleh organ negara lain ialah kekuasaan kehakiman. 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.2 
Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 
NRI 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, karena 
salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas 
dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk 
menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum 
                                                             
     2 Lihat Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1). 
3 
yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.3 
Keberadaan kekuasaan kehakiman ini semakin menegaskan adanya 
pemisahan di antara fungsi-fungsi kekuasaan, yakni legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif.  
Dalam sistem ketatanegaraan modern, cabang kekuasaan 
kehakiman (judiciary) merupakan cabang yang diorganisasikan secara 
tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan oleh John Alder, “The principle of 
separation of power is particularly important for the judiciary [Prinsip 
pemisahan kekuasaan secara khusus penting bagi keberadaan 
cabang kekuasaan kehakiman]”.4 Baik di negara-negara yang 
menganut tradisi civil law maupun common law, baik yang menganut 
sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer, lembaga 
kekuasaan kehakiman selalu bersifat bersih dan tersendiri, dan 
independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.5  
Pemisahan kekuasaan terkait erat dengan independensi 
peradilan. Jimly Asshiddiqie menguraikan, prinsip pemisahan 
kekuasaan menghendaki para hakim untuk bekerja secara 
independen dari pengaruh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Bahkan, 
dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan 
undang-undang, hakim harus independen dari pendapat bahkan 
                                                             
     3 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 1., 
dalam Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Kencana, 2012, hlm. 1. 
     4 Dikutip oleh Gunawan A. Tauda, dalam buku Komisi Negara Independen, Genta Press, 2012, 
hlm. 37. 
     5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, 2009, hlm. 310-311. 
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kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-
undang itu sendiri, ketika perumusan itu  dilakukan.6 
Sehingga Indonesia sebagai negara yang menganut sistem 
negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) atau 
negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional 
democracy), pelaksanaan the principle independence and impartiality 
of the judiciary [asas peradilan yang bebas dan tidak memihak] 
haruslah benar-benar dijamin. Hal ini tentu dengan tujuan 
memudahkan langkah kekuasaan kehakiman melaksanakan fungsi 
utamanya, yaitu menegakkan keadilan. Di antara beberapa upaya 
untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman, ada satu hal 
yang dijadikan indikator terkait progresivitas kemandirian peradilan, 
khususnya di puncak badan peradilan (Mahkamah Agung). Hal itu 
ialah pengaturan mengenai proses perekrutan hakim agung. 
Indonesia pun melegitimasi hal tersebut, yang dibuktikan dengan 
adanya norma dalam konstitusi mengenai pengisian jabatan hakim 
agung. Norma yang dimaksud ialah Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 
Tahun 1945, yang menyatakan “Calon hakim agung diusulkan 
Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai 
hakim agung oleh Presiden”.  
                                                             
     6 Ibid., hlm. 311. 
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Secara sederhana, berdasarkan konstitusi bahwa Komisi 
Yudisial (KY) memiliki wewenang untuk mengusulkan calon hakim 
agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan selanjutnya DPR 
memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan sebelum 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Terlihat tidak ada 
masalah dengan norma tersebut. Wewenang dari setiap lembaga 
yang berperan dalam perekrutan hakim agung itu pun sudah sangat 
jelas. Mari kita lihat wewenang KY dalam Pasal 24B ayat (1), yaitu 
“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim”. Jika dipisah-pisah, maka kewenangan KY, DPR, 
dan Presiden masing-masing sebagai berikut: KY mengusulkan, DPR 
memberikan persetujuan, dan Presiden menetapkan.  
Namun, tidak demikian sederhananya jika kita melihat fakta 
normatif dan fakta empiris yang terjadi. Masalah justru muncul ketika 
norma konstitusi tersebut mulai dijabarkan ke peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 24A 
UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Mahkamah Agung, 
lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 
Agung sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, 
norma yang mengatur mekanisme pengisian jabatan hakim agung 
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terdapat pada Pasal 8. Lebih spesifik lagi, wewenang utama dari KY, 
DPR, dan Presiden diatur secara tegas pada Pasal 8 ayat (1) dan (2). 
Pertama, Pasal 8 ayat (1) menyatakan, “Hakim agung ditetapkan oleh 
Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat”. Pengaturan pada tahap tersebut masih selaras dengan 
norma asalnya dalam konstitusi. Namun yang kedua, pada Pasal 8 
ayat (2) mulai terdapat pengaturan yang berbeda, di mana pasal 
tersebut menyatakan, “Calon hakim agung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama 
calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”. Pada tahap ini, sudah 
timbul perbedaan dengan apa yang dinyatakan oleh konstitusi. 
Persoalannya pun sederhana, hanya berbeda frasa. Wewenang 
memberikan „persetujuan‟ yang diberikan oleh konstitusi, kemudian  
berubah ke wewenang yang lebih luas yakni melakukan „pemilihan‟. 
Frasa yang sederhana namun memberikan dampak yang sangat 
besar karena telah menyentuh aspek teknis dari mekanisme 
perekrutan hakim agung.  
Dalam tataran empiris, kewenangan „memilih‟ oleh DPR 
tersebut menjadikannya leluasa untuk melalukan tindakan  sekunder 
lain, berupa penyeleksian hakim agung. Logikanya, sesuatu yang 
hendak dipilih harusnya terukur terlebih dahulu kelebihan dan 
kekurangannya.  
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Untuk mencapai ukuran itu pun DPR menganggap hanya 
seleksi yang bisa menjawabnya. Muncullah mekanisme fit and proper 
test (atau kita kenal dengan uji kelayakan dan uji kepatutan). 
Karenanya, semua hal menjadi kabur. Pertama, DPR yang tadinya 
oleh konstitusi (hanya) diberikan wewenang „persetujuan‟, kini telah 
bebas melakukan „pemilihan‟, yang berujung pada „penyeleksian‟. 
Kedua, mekanisme pengusulan calon hakim agung oleh KY juga 
menjadi kurang berarti. Sebab, calon usulan mereka ternyata harus 
dilakukan penyaringan lagi melalui lembaga politik DPR. Padahal, 
nama-nama yang diusulkan ke DPR tersebut tentunya telah terlebih 
dahulu diuji di KY sebagai lembaga penunjang kekuasaan yudisial. 
Ketiga, yang sangat memprihatinkan ialah perbedaan 
penafsiran antara norma konstitusi dengan norma undang-undang. 
Perbedaan tersebut dapat berujung pada pertentangan norma antara 
keduanya, yang mana jika itu terjadi maka akan membuat norma yang 
lebih rendah  harus dinyatakan tidak berlaku (inkonstitusional). Atau 
perbedaan tersebut bisa saja hanya sebatas perbedaan penafsiran. 
Namun, ke mana pun arahnya, kedua norma tersebut harus jelas 
makna dan tujuan pembentukannya, karena makna daripada norma 
tersebut akan menentukan lebih lanjut mengenai kewenangan setiap 
lembaga yang terlibat dalam proses perekrutan.  
Selain itu, dengan lebih jelasnya kewenangan, praktis turunan 
norma ke yang paling rendah dan konkrit sekalipun akan terhindar dari 
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potensi konflik. Sebab, faktanya, baik DPR maupun KY, sama-sama 
memiliki aturan tersendiri dalam menyeleksi calon hakim agung. 
Fatalnya lagi, karena keduanya sama-sama menguji kelayakan dan 
kepatutan calon hakim agung. 
Sehingga, setelah penulis menguraikan mekanisme pengisian 
jabatan hakim agung, mulai dari norma konstitusi, norma undang-
undang, hingga pada teknis pengisian jabatan hakim agung tersebut, 
sangat jelas telah terjadi persoalan-persoalan yang disebabkan 
pertentangan kewenangan secara yuridis-normatif.  
Oleh karena itu, penulis mengambil inisiatif untuk menggali 
dan meninjau lebih dalam mengenai aturan-aturan mengenai 
perekrutan hakim agung, khususnya menganai makna persetujuan 
DPR yang diatur dalam konstitusi, serta implikasi yuridis yang 
potensial terjadi dari adanya pemaknaan tersebut, dikaitkan dengan 
tujuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang 
diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Inisiatif ini pun dituangkan melalui 
penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pengisian Jabatan 
Hakim Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis 
memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana makna persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
proses pengisian jabatan Hakim Agung berdasarkan UUD NRI 
Tahun 1945? 
2. Bagaimana implikasi yuridis makna persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung terhadap 
peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan  
Tujuan Penulis membahas mengenai persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam proses pengisian jabatan hakim agung 
adalah: 
1. Untuk mengetahui makna persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam proses pengisian jabatan hakim agung berdasarkan UUD 
NRI Tahun 1945. 
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis makna persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung 
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 
Tahun 1945. 
Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari tulisan ini adalah: 
1. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai makna 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengisian 
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jabatan hakim agung. Sehingga tidak lagi muncul interpretasi yang 
berbeda bahkan bertentangan dari makna yang sesungguhnya 
2. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai akibat hukum 
apa saja yang ditimbulkan dari pemaknaan wewenang 
persetujuan DPR dalam proses pengisian jabatan hakim agung 
terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konstitusi 
1. Istilah dan Definisi 
Istilah konstitusi pada mulanya berasal dari perkataan 
bahasa Latin, constitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius 
yang berarti “hukum atau prinsip”.7 Sedangkan istilah Undang-
Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah yang dalam 
bahasa Belandanya Grondwet.8 Wet dalam bahasa Indonesia 
berarti undang-undang, grond berarti tanah/dasar. 
Bagi para sarjana ilmu politik, istilah Constitution merupakan 
sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan 
baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara 
mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan 
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
9
 
K.C.Wheare menentukan konstitusi sebagai : “Keseluruhan 
sistem ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan 
peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah 
dalam pemerintahan suatu negara”.10 
                                                             
     7 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 
2005, hlm. 1. 
     8 Dahlan Thaib, dkk., Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 7. 
     9 Ibid. 
     10 K.C. Wheare, Modern Constitutions, London Oxford Unviersity Press, 1975, hlm. 1, dalam 
Dahlan Thaib, op.cit., hlm. 13. 
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Konstitusi pun menurut para ahli dipandang berbeda dengan 
undang-undang dasar. Menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas 
daripada undang-undang dasar. Konstitusi sesungguhnya tidak 
hanya bersifat yuridis, melainkan juga sosiologis dan politis. 
Sedangkan undang-undang dasar, hanya merupakan sebagian dari 
pengertian konstitusi, yakni konstitusi yang ditulis.11 
Selain itu, ada juga pengertian dari pakar-pakar hukum tata 
negara Belanda, yang mana Belanda menggunakan sebutan 
grondwet en constitutie (UUD dan konstitusi). Burkens, Kummeling, 
Vermeulen dan Wildershoven menulis het geheel van regels dat de 
grondslagen van het staatsbestel bevat (kesemua aturan-aturan 
yang menguraikan dasar-dasar pengorganisasian negara).12 
Mengenai undang-undang dasar, Gruys beranggapan bahwa 
undang-undang dasar yang merupakan species dari pengertian 
genus undang-undang, mempunyai tiga arti, yaitu: 
1) Undang-undang dasar = dalam arti formal, adalah suatu 
yang dibuat secara istimewa dan ditinjau kembali secara 
istimewa pula. 
2) Undang-undang dasar = dalam arti materil, adalah suatu 
undang-undang yang mengatur pokok-pokok dari alat 
perlengkapan negara dan penyelenggaraan negara. Jadi 
                                                             
     11 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 
96. 
     12 Romi Librayanto, Trias Politica, Dalam Stuktur Ketatanegaran Indonesia, Pusat Kajian Politik, 
Demokrasi dan Perubahan Sosial, Makassar, 2008, hlm. 33. 
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tentang isinya adalah mengenai struktur bangunan 
negara dan fungsi administrasi negara. Undang-undang 
dasar sebagai hukum yang tertulis harus memuat hal-hal 
yang fundamental, yang mempunyai arti penting. 
3) Undang-undang dasar = sebagai naskah yang 
mempunyai nilai-nilai kenegaraan (staatskundige 
waarde).13 
2. Supremasi Konstitusi 
Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara 
dilakukan berdasarkan hukum dasar (droit constitutionil). Undang-
Undang Dasar atau verfassung, oleh Carl Schmit dianggap sebagai 
keputusan politik yang tertinggi.14 K.C. Wheare memberikan 
penjelasan mengenai derajat konstitusi dalam suatu negara, yang 
pada intinya, kedudukan konstitusi dalam suatu negara bisa 
dipandang dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek moral.
15
 Dari 
aspek hukum, pertimbangannya karena konstitusi dibuat oleh Badan 
Pembuat undang-undang atau lembaga-lembaga. Selain itu, konstitusi 
dibentuk atas nama rakyat, sehingga ia harus dilaksanakan untuk 
kepentingan mereka. Sedangkan, dari aspek moral, konstitusi justru 
                                                             
     13 Abu Daud Busroh, op.cit., hlm. 101-102. 
     14 Ismail Saleh, Demokrasi, Konstitusi, dan Hukum, Depkeh RI, Jakarta, 1988, hlm. 18., dalam 
Dahlan Thaib, dkk., op.cit., hlm. 61. 
     15 Dahlan Thaib, dkk., op.cit., hlm. 61. 
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berada di bawah landasan fundamental.16 Dengan kata lain, konstitusi 
tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral.  
Sebagai hubungan kausalitas antara konstitusi dan kehidupan 
masyarakat, Taufiqurrahman Syahuri mengemukakan bahwa 
konstitusi lahir sebagai suatu tuntutan dan harapan masyarakat untuk 
mencapai suatu keadilan.17 Dengan didirikannya negara dan konstitusi 
masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara 
negara. Namun, tiap anggota masyarakat dalam negara tetap 
mempertahankan haknya sebagai pribadi. Negara dan konstitusi 
didirikan untuk menjamin hak-hak asasi itu. Dan hak-hak itu menjadi 
titik tolak pembentukan negara dan konstitusi. 
Karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap 
paling tinggi tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu 
juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan 
yang dianggap tertinggi itu adalah: (i) keadilan; (ii) ketertiban; dan (iii) 
perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan 
kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan 
sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (the founding 
fathers and mothers). 
 
 
                                                             
     16 Ibid..., hlm. 62. 
     17 Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Prenada Media Group, 
2011, hlm. 32. 
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3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945) 
Pada 1999 sampai 2002, MPR melakukan Perubahan Undang-
Undang Dasar 1945 yang menjadi tuntutan reformasi 1998, yang 
mana tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut:18 
1)  Amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
2)  Penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
(ABRI). 
3)  Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia 
(HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN). 
4)  Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah 
(otonomi daerah). 
5)  Mewujudkan kebebasan pers. 
6)  Mewujudkan kehidupan demokrasi. 
Perubahan UUD NRI 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang 
Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama. 
Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang 
Tahunan MPR tahun 2000, Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan 
MPR tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan 
MPR tahun 2002. 
                                                             
     18 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 
Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, hlm. 138. 
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Ditinjau dari segi sistematika, Undang-Undang Dasar 1945 
sebelum perubahan terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya), 
yaitu: 
1. Pembukaan (preambule); 
2. Batang Tubuh; 
3. Penjelasan. 
Setelah perubahan, UUD NRI 1945 terdiri dari atas dua bagian, yaitu: 
1. Pembukaan; 
2. Pasal-pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh). 
Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 
pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan 
Tambahan. 
Secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar 
setelah empat kali perubahan UUD 1945 ialah komposisi dari UUD 
tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan 
Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan 
pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945, yang semula ada dan 
kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan 
oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihapuskan. Materi yang 
dikandungnya, sebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang 
dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. 
Dengan perubahan yang dilakukan pada tahun 1999-2002, 
dalam UUD NRI 1945 memuat antara lain pengaturan prinsip checks 
17 
and balances system, penegasan otonomi daerah, penyelenggaraan 
pemilihan umum, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka, pengaturan institusi lainnya terkait dengan hal keuangan 
dan lain-lain dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan 
negara.19 
Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada 
akhirnya dapat dituntaskan dalam Perubahan keempat dengan nama 
resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945). 
Apabila dilihat dari segi substansi materinya secara 
keseluruhan, maka perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat 
dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu: 
1) Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan; 
2) Menambah ketentuan atau lembaga baru; dan 
3) Modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. 
Sebagai contoh mengenai reposisi Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). MPR RI dalam siding tahunan 2002 telah melakukan 
langkah bijak dengan mengubah posisinya yang semula sebagai 
lembaga tertinggi negara dan pemegang sepenuhnya kedaulatan 
                                                             
     19 Ibid., hlm. 139. 
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rakyat, menjadi lembaga tinggi biasa.20 Adapaun kewenangan MPR 
pasca perubahan UUD 1945 mencakup:21 
1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, 
2) Melantik presiden dan/atau wakil presiden, 
3) Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa 
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, 
4) Memilih presiden dan wakil presiden pengganti “di tengah 
jalan”. 
Untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, MPR 
tidak bisa lagi bertindak sendiri seperti yang pernah terjadi dalam 
kasus pemberhentian Presiden Soekarno tahun 1965 dan Presiden 
Abdurrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga 
baru yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK). MK inilah yang akan 
menentukan apakah presiden dan atau wakil presiden benar-benar 
telah melanggar hukum atau tidak.
22
 Dengan meninjau posisi dan 
kewenangan MPR di atas, dapat dikatakan bahwa kekuasaan MPR 
telah berkurang. 
                                                             
     20 Menurut naskah asli UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), kedaulatan adalah di tangan rakyat dan 
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Rumusan ketentuan ini diganti menjadi kedaulatan berada 
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 
     21  UUD NRI Tahun 1945, Pasal 3. 
     22 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) dan perubahan-
perubahannya. 
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Hal demikian juga terjadi pada kewenangan presiden. 
Sebagaimana hasil amandemen UUD 1945, kewenangan presiden 
banyak dikurangi. Sebagai contoh dapat disebutkan antara lain:23 
Hakim agung tidak lagi diangkat oleh presiden melainkan 
diajukan oleh Komisi Yudisial untuk diminta presetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.24 
Demikian juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi 
diangkat oleh presiden, tetapi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan 
selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.25 
Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses 
pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Polri 
Republik Indonesia. Keterlibatan DPR dalam hal pengangkatan 
pejabat-pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme 
ketatanegaraan yang mengarah kepada keseimbangan dan 
demokratisasi.26 
Rancangan Undang-Undang yang telah dibahas dan disetujui 
bersama antara DPR dan Presiden apabila dalam waktu 30 hari 
semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui tidak disahkan 
oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi 
                                                             
     23  Taufiqqurahman Syahuri, op.cit., hlm. 48. 
     24  Lihat UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24A ayat (3). 
     25  Ibid., Pasal 23F ayat (1). 
     26  Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan UUD NRI 1945. 
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undang-undang dan wajib diundangkan.27 Jadi pengesahan atas 
rancangan undang-undang menjadi undang-undang oleh Presiden, 
tidaklah mutlak. 
Sedangkan untuk kekuasaan kehakiman juga mengalami 
sedikit perubahan. Menurut naskah asli UUD 1945, kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman. 
Setelah amandemen, kekuasaan kehakiman ini dilakukan, selain oleh 
Mahkamah Agung, juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 
Dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945, posisi hakim 
agung menjadi semakin kuat, karena mekanisme pangangkatan hakim 
agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu: 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Presiden, dan (3) Komisi Yudisial. 
Adapun Komisi Yudisial ini merupakan lembaga baru yang memang 
sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan 
pengangkatan hakim agung serta menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, dan perilaku hakim.28 Anggota Komisi Yudisial ini 
diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat.29 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa UUD NRI 
Tahun 1945 telah mengatur mekanisme penyelenggaraan 
ketatanegaran Indonesia, yang terkait dengan hubungan antar 
                                                             
     27 Lihat UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (5). 
     28 Ibid…, Pasal 24B ayat (1). 
     29 Ibid..., Pasal 24B ayat (3). 
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kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial secara 
berimbang. Atau dengan kata lain terdapat hubungan checks and 
balances antar ketiga lembaga tersebut. 
B. Teori Pemisahan Kekuasaan 
Dalam ilmu politik, Miriam Budiarjo mendefinisikan kekuasaan 
sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk 
mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain,sesuai dengan 
keinginan para pelaku.30 E. Utrecht membedakan istilah “kekuasaan 
(gezac, authority)” dan “kekuatan (macht, power)”. Dikatakan bahwa 
“kekuatan” merupakan istilah politik yang berarti paksaan dari suatu 
badan yang lebih tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu belum 
menerima paksaan tersebut sebagai sesuatu yang sah sebagai tertib 
hukum positif. Sedangkan “kekuasaan” adalah istilah hukum, kekuatan 
akan menjadi kekuasaan apabila diterima sebagai sesuatu yang sah 
atau sebagai tertib hukum positif.
31
 
Kekuasaan sering menampakkan diri dalam kecenderungan 
untuk melegalkan kepentingan sendiri dan meminggirkan kehadiran 
pandangan yang bersebarangan. Selain itu, kekuasaan sering 
dimaknai sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber 
pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 
                                                             
     30 Gunawan A. Tauda, op.cit, hlm. 26. 
     31 Gunawan A. Tauda, op.cit., hlm. 28. 
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keputusan politik sehingga keputusannya itu menguntungkan dirinya, 
kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.32 
Istilah “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia 
merupakan terjemahan perkataan separation of power berdasarkan 
teori trias politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan 
Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara structural 
dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-
masing.33 
Dalam beragam kepustakaan, guna membatasi kekuasaan, 
dan menghindari pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau 
lembaga, sering digunakan istilah pemisahan kekuasaan (separation 
of power) dan pembagian kekuasaan (division of power). Seiring 
dengan perkembangan konsep pembatasan kekuasaan, dikenal pula 
istilah yang lebih “mencakup” yakni distribusi kekuasaan (distribution 
of power). 
1.  Trias Politica 
Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan berasal dari 
Montesquieu dengan trias politica-nya, dan diterapkan pertama kali 
oleh The Framers of U.S. Constitution, melalui proses penyaringan 
secara selektif dari teori Montesquieu, dan dipadukan dengan visi 
                                                             
     32 Muh, Fajrul Falaakh, “Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antarlembaga 
Negara dalam UUD 1945 Pascaamandemen,” Laporan Penelitian, WCRU-HTN Fakultas Hukum 
UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 8-9., dalam Gunawan A. Tauda, op.cit., hlm. 28. 
     33 Jimly Asshiddiqie, Pengantar…, op.cit., hlm., 285. 
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dan pengalaman bernegara mereka yang berciri khas kebebasan 
politik dan supremasi hukum. Bahkan, menurut Louis Fisher 
sebagaimana dikutip oleh Gunawan A. Tauda, “The product more 
theirs than his [pemisahan kekuasaan lebih merupakan kreasi 
pembentuk konstitusi Amerika Serikat, ketimbang Montesquieu].”34 
Menurut Montesquieu, dalam bukunya “L‟Espirit des Lois” 
(1748), membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu : (1) 
kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, (ii) 
kekuasaan eksekutif yang melaksanakan, dan (iii) kekuasaan untuk 
menghakimi atau yudikatif. Dari kalsifikasi Montesquieu inilah 
dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, 
yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive or 
administrative function) dan yudisial (the yudicial function).35 
Sebelumnya, John Locke juga membagi kekuasaan negara 
dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut John Locke, 
fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi: 
a) Fungsi legislatif; 
b) Fungsi eksekutif; 
c) Fungsi federatif. 
Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat kedua 
sarjana itu tampaknya mirip. Akan tetapi, dalam bidang yang ketiga 
                                                             
     34 Gunawan A. Tauda, op.cit., hlm. 29. 
     35 O. Hood Phillips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, Constitutional and Administrative Law, 
(London: Sweet and Maxwell, 2001), hlm. 10-11., dalam Jimly Asshiddiqie, Pengantar…, op.cit., 
hlm. 283. 
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pendapat mereka berbeda. John Locke mengutamakan fungsi 
federatif,  sedangkan Baron de Montesquieu mengutamakan fungsi 
yudikatif. 
Menurut Romi Librayanto, semangat trias politica yang 
dikembangkan Montesquieu tersebut ditunjukkan, misalnya, pada 
pernyataannya: “Segala sesuatu akan berakhir apabila seandainya 
orang atau lembaga yang sama, entah bangsawan entah rakyat 
jelata, menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu kekuasaan untuk 
memberlakukan hukum, menjalankan keputusan rakyat dan 
mengadili perkara perseorangan.” Montesquieu menegaskan pula 
bahwa ketiga kekuasaan ini pada hakikatnya seharusnya 
membentuk keadaan diam atau tanpa gerak. Tetapi karena perlu 
ada gerakan selama ada urusan manusia, ketiganya dipaksa 
bergerak, tetapi harus masih dalam keserasian langkah. 36  
Esensi teori trias politica tersebut dikemukakan pula oleh 
Profesor Vile yang menjelaskan definisi tentang doktrin murni 
pemisahan kekuasaan sebagai berikut: “doktrin murni pemisahan 
kekuasaan mungkin dirumuskan dengan cara ini: untuk 
menentukan dan menjaga kebebasan politik adalah penting bahwa 
pemerintah dibagi ke dalam tiga cabang atau departemen; legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif. Pada masing-masing dari ketiga cabang ini 
terdapat fungsi pemerintah yang dapat diidentifikasi secara sejajar 
                                                             
     36 Romi Librayanto, Trias Politica, op.cit., pada catatan kaki, hlm. 86-87. 
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eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang 
pemerintahan harus dibatasi pada pelaksanaan fungsinya sendiri, 
dan tidak diperbolehkan melanggar fungsi dari cabang-cabang 
yang lain.37 
Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan seperti yang 
dibayangkan oleh Montesquieu itu, dianggap oleh para ahli sebagai 
pandangan yang tidak realistis dan jauh dari kenyataan. 
Pandangannya itu dianggap oleh para ahli sebagai kekeliruan 
Montesquieu dalam memahami sistem ketatanegaraan Inggris yang 
dijadikannya objek telaah untuk mencapai kesimpulan mengenai 
trias politica-nya itu. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang 
sungguh-sungguh mencerminkan gambaran Montesquieu tentang 
pemisahan kekuasaan (separation of power) demikian itu. 
Untuk membatasi pengertian separation of power itu, G. 
Marshall dalam bukunya Constitutional Theory, sebagaimana 
dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, membedakan ciri-ciri doktrin 
pemisahan kekuasaan (separation of power) itu ke dalam lima 
aspek, yaitu:38 
1) Differentiation; 
2) Legal incompatibility of office holding; 
3) Isolation, immunity, independence; 
4) Checks and balances; 
5) Coordinate status and lack of accountability. 
                                                             
     37 Ibid. 
     38 Jimly Asshiddiqie, Pengantar…, op.cit., hlm. 289. 
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2.  Mekanisme checks and balances 
Setelah mengenali ciri-ciri pemisahan kekuasaan tersebut, 
dapat diketahui bahwa UUD NRI 1945 tidak lagi dapat dikatakan 
menganut paham trias politica Montesquieu secara mutlak, yang 
memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 
yudisial, tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu 
sama lain.  
Dengan perkataan lain, sistem baru yang dianut oleh UUD 
NRI 1945 adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan 
prinsip checks and balances. Jimly Asshiddiqie bahkan 
mengatakan, bahwa kalaupun istilah pemisahan kekuasaan 
tadinya hendak dihindari, namun kita dapat saja menggunakan 
istilah pembagian kekuasaan (division of power) seperti yang 
dipakai oleh Athur Mass, yaitu capital division of power untuk 
pengertian yang bersifat horizontal, dan territorial division of power 
untuk pengertian yang bersifat vertikal.39 
Agus Wahyudi mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan 
dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional atau doktrin 
pemerintahan yang terbatas, yang membagi kekuasaan 
pemerintahan ke dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif.40 Tugas kekuasaan legislatif adalah membuat 
hukum, kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan hukum, dan 
                                                             
     39 Jimly Ashhiddiqie, Pengantar…, op.cit., hlm. 292. 
     40 Romi Librayanto, Trias Politica, op.cit., hlm. 87. 
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kekuasaan yudikatif bertugas menafsirkan hukum. Lanjutnya, 
terkait erat  dan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian ini 
adalah “checks and balances”, yang mengatakan bahwa masing-
masing cabang pemerintahan membagi sebagian kekuasaannya 
pada cabang lain dalam rangka membatasi tindakan-tindakannya. 
Agus menyimpulkan, kekuasaan dan fungsi dari masing-masing 
cabang adalah terpisah dan dijalankan oleh orang yang berbeda, 
tidak ada organ tunggal yang dapat menjalankan otoritas yang 
penuh karena masing-masing bergantung satu sama lain.41 
Istilah checks and balances berdasarkan Black‟s Law 
Dictionary, diartikan sebagai “arrangement of governmental power 
whereby powers of one governmental branch check or balance 
those of other brance”.42 Berdasarkan pengertian ini, dapat 
disimpulkan bahwa checks and balances merupakan suatu prinsip 
saling mengimbangi dan mengawasi antarcabang kekuasaan satu 
dengan yang lainnya. 
Penerapan konsep pemisahan kekuasaan di zaman modern 
saling mengkombinasi antara konsep pemisahan ataupun 
pembagian dengan konsep checks and balances. Dalam hal ini, 
kekuasaan tidak dipisah (secara tegas) tetapi hanya dibagi-bagi 
sehingga memungkinkan timbulnya overlapping kekuasaan. 
                                                             
     41 Ibid.  
     42 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minn, page 238. 
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Dalam teori checks and balances, guna penyeimbangan 
kekuasaan, memang dimungkinkan terjadinya overlapping 
kekuasaan.43 Hampir semua negara hukum yang demokratis 
dewasa ini memuat konsep checks and balances pada 
konstitusinya, melalui penerapan-penerapan yang variatif. 
Sebagai contoh, konstitusi Republik Indonesia menempatkan 
cabang kekuasaan eksekutif (Presiden) sebagai co-legislator yang 
powerful. Selain berhak mengusulkan, Presiden juga membahas 
dan menyetujui setiap rancangan undang-undang.44 
Adanya ide checks and balances adalah suatu cara untuk 
membatasi kekuasaan pemerintah dan menghindari terjadinya 
penyalahgunaan kekuasaan. Sementara menurut Denny 
Indrayana, selain dilakukan di antara lembaga negara, checks and 
balances juga dilakukan di internal lembaga negara (internal 
checks and balances). 
C. Fungsi Lembaga Perwakilan 
Lembaga perwakilan adalah cara yang sangat praktis untuk 
memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya 
terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan. Abu 
Daud Busroh berpendapat bahwa teori lembaga perwakilan muncul 
karena asas demokrasi langsung menurut Rousseau tidak mungkin 
                                                             
     43 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, PT. Reflika Aditama, 2009, hlm. 124., dalam 
Gunawan A. Tauda, op.cit., hlm. 45. 
     44 Lihat UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2). 
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lagi dapat dijalankan, disebabkan bertambahnya penduduk, luasnya 
wilayah dan bertambah rumitnya urusan kenegaraan.  
Pada abad menengah, mulai timbul lembaga perwakilan yaitu 
pada saat sistem monarki feodal yang memungkinkan para feodal 
menguasai tanah dan orang di atas tanah tersebut. Menurut George 
Jellinek, timbulnya konstruksi lembaga perwakilan dikarenakan 
adanya 3 hal, yaitu:45 
a. Sebagai pengaruh hukum perdata Romawi di abad 
menengah 
b. Adanya sistem feodal di abad menengah 
c. Situasi abad menengah itu sendiri 
Adapun mengenai fungsi lembaga perwakilan, Abu Daud Busroh 
menguraikan bahwa lembaga perwakilan yang disebut parlemen 
umumnya mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:46 
1)  Fungsi Perundang-undangan 
 Fungsi perundang-undangan di sini adalah membentuk: 
- Undang-undang biasa, seperti UU Pemilu, UU Pajak, dan 
sebagainya. 
- Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (UU APBN). 
- Ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. 
                                                             
     45 Dalam Abu Daud Busroh, op.cit., hlm. 143. 
     46 Dalam Romi Librayanto, op.cit., hlm. 200. 
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Untuk melaksanakan fungsi ini, parlemen diberi beberapa hak, 
antara lain: 
- Hak inisiatif; 
- Hak budget; dan 
- Hak amandemen 
 
2)  Fungsi pengawasan 
Fungsi ini adalah fungsi yang dijalankan oleh parlemen untuk 
mengawasi eksekutif agar berfungsi menurut undang-undang yang 
dibentuk oleh parlemen. Untuk melaksanakan fungsi ini, parlemen 
diberi beberapa hak, antara lain: 
- Hak interpelasi 
- Hak angket 
- Mosi 
 
3) Sarana pendidikan politik 
Fungsi atau peran edukatif, yaitu dalam pendidikan politik. Melalui 
pembahasan-pembahasan kebijaksanaan pemerintah dilembaga 
perwakilan, dan dimuat secara tertulis oleh media massa, maka 
rakyat mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum 
dan menilai menurut kepentingan masing-masing, dan secara tidak 
langsung masyarakat dididik ke arah warga negara yang sadar 
akan hak dan kewajibannya. 
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D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
1. Susunan DPR  
Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
mengatakan bahwa “DPR terdiri atas anggota partai politik peserta 
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”. 
Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki 
beberapa unit kerja yang biasa disebut dengan “alat kelengkapan”. 
Alat-alat kelengkapan DPR tersebut ada yang bersifat tetap dan 
sementara. Yang dimaksud dengan alat kelengkapan tetap adalah 
unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPR 
berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotaannya juga tidak 
berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. 
Sedangkan alat kelengkapan yang bersifat sementara hanya 
dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu 
tertentu pula. Begitu juga dengan keanggotaannya, yang dapat 
digantikan tanpa ada pengaturan mengenai masa keanggotaannya. 
Salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap adalah Badan 
Legislasi yang tertuang dalam  Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, dan 
Pasal 102 UU No. 27 Tahun 2009. Adapun alat kelengkapan DPR 
yang bersifat tetap, salah satunya, ialah panitia khusus, yang juga 
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diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009, pada Pasal 136, Pasal 137, 
Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140. 
2. Kedudukan DPR 
Pasal 68 UU Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa DPR 
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai 
lembaga negara. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah 
lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen. 
Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh 
UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari 
UU, bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keppres. 
Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja bergantung pada 
derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.47  Sedangkan DPR sendiri merupakan lembaga yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD. 
3. Tugas dan Wewenang DPR 
Ketentuan yang terkait dengan tugas dan wewenang DPR diatur 
dalam UUD NRI 1945, yaitu sebagai berikut: 
Pasal 20 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang. 
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 
Perwakilan dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama. 
                                                             
     47 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 2010, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37 
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(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan 
lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 
disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 
tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut-
disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi 
undang-undang dan wajib diundangkan. 
Pasal 20A 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan. 
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat. 
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul 
dan pendapat, serta hak imunitas. 
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat 
dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam 
undang-undang. 
Pasal 21 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul 
rancangan undang-undang. 
Pasal 22 
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang.  
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(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.  
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah 
itu harus dicabut.  
 
Sedangkan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, ketentuan mengenai  tugas dan 
wewenang  DPR tertuang  dalam Pasal 71 sampai Pasal 73. 
Ketentuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
 
Pasal 71 
DPR mempunyai tugas dan wewenang:   
a.  membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden 
untuk mendapat persetujuan bersama;    
b.   memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan 
terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang 
diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;    
c.  menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD 
berkaitan  dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah;       
d.  membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud 
dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil 
persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;      
e.  membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh 
Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 
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dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD 
sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan 
Presiden;  
f.   memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-
undang tentang APBN dan rancangan undang- undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;  
g. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas 
rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh 
Presiden;   
h.  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- 
undang dan APBN;   
i.  membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 
disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang- undang 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;     
j.  memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara 
lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan 
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau 
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;     
k.  memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian 
amnesti dan abolisi;     
l.  memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 
mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar 
negara lain;  
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m.  memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan 
DPD;     
n. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 
disampaikan oleh BPK;  
o.  memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan 
dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;     
p.  memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan 
Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh 
Presiden;     
q.  memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya 
kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan 
Presiden;  
r.  memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset  
negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang 
berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang 
terkait dengan beban keuangan negara;   
s.  menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat; dan   
t.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 
undang-undang.    
 
Apabila diikuti secara seksama pasal-pasal yang mengatur 
DPR di UUD NRI 1945, dapat dikatakan DPR mempunyai tugas 
yang sangat penting dalam kehidupan ketatangeraan Indonesia. 
Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu bentuk nyata dari hasil 
konsepsi perwakilan di Indonesia, sehingga DPR dianggap mampu 
merumuskan kemauan dan keinginan rakyat yang dapat dimulai 
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dari perencanaan, pembuatan, persetujuan suatu Rancangan 
Undang-Undang sampai disetujui menjadi undang-undang sebab 
setiap undang-undang yang disahkan akan memberikan 
konsekuensi dan keterikatan rakyat Indonesia terhadap undang-
undang tersebut. 
DPR juga mempunyai beberapa hak, yaitu: hak interpelasi48, 
hak angket49, dan hak menyatakan pendapat50. Adapun secara 
individual, anggota DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 
1945 diberi hak seperti hak mengajukan pertanyaan51, hak 
menyampaikan usul dan pendapat52, serta hak imunitas53. 
 
                                                             
     48 Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai 
kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
     49 Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu 
undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, 
dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
     50 Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: Kebijakan 
Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia 
internasional; Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; Dugaan bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau 
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. 
     51 Hak mengajukan pertanyaan adalah hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik 
secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR. 
     52 Hak menyampaikan usul dan pendapat adalah hak anggota DPR untuk menyampaikan usul 
dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri sehingga ada 
jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, 
setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapapun di dalam proses pengambilan 
keputusan. Namun, tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan 
tata karma, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat. 
     53 Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di 
hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan 
secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Tata Tertib dan kode etik. 
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E. Kekuasaan Kehakiman 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kekuasaan 
kehakiman menurut naskah asli UUD 1945 dilaksanakan oleh 
Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman. Setelah amandemen, 
kekuasaan kehakiman dilaksanakan selain oleh Mahkamah Agung, 
juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.54  
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah meletakkan 
kekuasaan kehakiman pada sistem pembagian kekuasaan yang 
porporsional. Konstitusi meletakkan dasar kekuasaan kehakiman yang 
merdeka,55 dan terlepas dari kekuasaan lembaga negara lainnya. 
Asas yang menyatakan kekuasaan kehakiman yang merdeka 
berarti bahwa dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada 
dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara 
dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan 
ekstrayudisial.
56
 Berkaitan dengan hal ini, Bambang Sutiyoso dan Sri 
Hastuti menyatakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat 
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu lembaganya, proses 
peradilannya, dan kemandirian hakimnya.  
Berikut akan diuraikan secara singkat mengenai lembaga 
kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.57 
 
                                                             
     54 Lihat UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2). 
     55 Lihat UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1). 
     56 Taufqqurahman Syahuri, op.cit., hlm. 70. 
     57 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 152-156. 
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1. Mahkamah Agung 
Ketentuan mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 
dan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan umum diatur dalam 
Pasal 24, dilanjutkan ketentuan mengenai Mahkamah Agung 
dalam Pasal 24A yang terdiri atas lima ayat. Mahkamah Agung 
adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan 
peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, 
dan peradilan militer. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan 
pengawal undang-undang (the guardian of Indonesian law). 
Menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, 
dinyatakan: 
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan; 
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, 
dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. 
Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ditentukan 
bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang 
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terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang 
diberikan oleh undang-undang.” Dengan perkataan lain, oleh Undang-
Undang Dasar, Mahkamah Agung secara tegas hanya diamanati 
dengan dua kewenangan konstitusional, yaitu (i) mengadili pada 
tingkat kasasi, dan (ii) menguji peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap undang-undang.  
Selanjutnya, dalam Pasal 24A ayat (2), (3), (4), dan ayat (5) 
ditentukan, 
(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang 
hukum; 
(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR 
untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan 
sebagai hakim agung oleh Presiden; 
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh 
hakim agung; 
(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara 
Mahkamah Agung serta badan beradilan di bawahnya diatur 
dengan undang-undang. 
2. Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar 
konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana 
mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai 
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the guardian of the constitution seperti sebutan yang biasa 
dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima 
kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah 
satu kewajiban, yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang-undang, 
(ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga 
negara; (iii) memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan 
umum; (iv) memutus pembubaran partai politik; dan (v) memutus 
pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar 
hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau 
Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, 
sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR. 
Yang terakhir ini biasa disebut juga dengan perkara impeachment 
seperti yang dikenal di Amerika Serikat. 
Dalam UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai 
Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Pasal 24C yang terdiri atas 6 
ayat, yang didahului oleh pengaturan mengenai Komisi Yudisial 
pada Pasal 24B. Mengapa demikian? Sebabnya ialah bahwa 
semula, ketentuan mengenai Komisi Yudisial tersebut hanya 
dimaksudkan terkait keberadaan dengan Mahkamah Agung saja, 
tidak dengan Mahkamah Konstitusi.  
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Jika dibandingkan dengan sesama lembaga tinggi negara 
lainnya, Mahkamah Konstitusi ini mempunyai posisi yang unik. 
MPR yang menetapkan UUD, sedangkan MK yang mengawalnya. 
DPR yang membentuk UU, tetapi MK yang membatalkannya jika 
terbukti bertentangan dengan UUD. MA mengadili semua 
pelanggaran hukum di bawah UUD, sedangkan MK mengadili 
perkara pelanggaran UUD. Jika DPR ingin mengajukan tuntutan 
pemberhentian terhadap presiden dan/atau wakil presiden dalam 
masa jabatannya, maka sebelum diajukan ke MPR untuk diambil 
putusan, tuntutan tersebut diajukan dulu ke MK untuk 
pembuktiannya secara hukum. Semua lembaga negara tersebut 
saling berselisih pendapat atau bersengketa dalam melaksanakan 
kewenangan konstitusionalnya satu sama lain, maka yang 
memutus final dan mengikat atas persengketaan itu adalah 
Mahkamah Konstitusi. 
3.  Komisi Yudisial 
Seperti dikemukakan di atas, Komisi Yudisial ini di atur 
dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri atas empat 
ayat. Komisi ini bersifat mandiri dan berwenang untuk 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan 
pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluruhan martabat dan perilaku hakim. Anggota 
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Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memuat empat ayat, yaitu 
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan 
martabat, serta perilaku hakim; (2) Anggota Komisi Yudisial harus 
mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta 
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (3) Anggota 
Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 
persetujuan DPR; dan (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan 
Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 
Dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial, ditegaskan lagi bahwa “Komisi Yudisial merupakan 
lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan 
wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh 
kekuasaan lainnya.” 
Jika dilihat dari wewenang Komisi Yudisial untuk 
mengusulkan pengangkatan hakim agung maka Komisi Yudisial 
merupakan lembaga yang memberikan pelayanan atau auxiliary 
organ sedangan pada wewenang lain dalam rangka manjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku 
hakim Komisi Yudisial adalah lembaga negara utama. Dengan 
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demikian menurut T. Soemantri M, Komisi Yudisial mempunyai 
dua status lembaga negara yakni sebagai lembaga yang 
memberikan pelayanan lembaga negara utama dan lembaga 
negara yang memiliki kewenangan mandiri.58  
Terkait judicial review Undang-Undang Komisi Yudisial, 
Mahkamah Konstitusi dalam amar pertimbangannya menjelaskan 
bahwa Komisi Yudisial adalah auxiliary organ atau lembaga 
negara penunjang59 sebab Komisi Yudisial bukan pemegang 
kekuasaan kehakiman oleh karena itu Komisi Yudisial tidak bisa 
dijadikan organ yang menjalankan peran checks and balances60  
dengan Mahkamah Agung ataupun dengan Mahkamah Konstitusi. 
Berkaitan dengan wewenang pengusulan hakim 
agung,meskipun tidak secara langsung berimplikasi pada 
pengawasan perilaku hakim, seleksi hakim agung merupakan 
bagian dan wujud pengawasan preventif Komisi Yudisial sebagai 
lembaga pengawas fungsional eksteren. Dalam menjalankan 
peran ini tentunya tujuan utamanya adalah agar hakim agung 
yang direkomendasikan bebas dari intervensi kekuasaan politik. 
Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan 
                                                             
     58 Idul Rishan, “Komisi Yudisial, Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan”, Genta Press, 
2012, hlm. 63., diambil dari T. Sri Soemantri M., Lembaga Negara dan State Auxiliary Boddies 
Dalam Sistem Ketatanegaraan Menuru UUD 1945, makalah disampaikan dalam Dialog Nasional 
Hukum dan Non Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Surabaya 26 s/d 29 Juni 2007, hlm. 
10.,  
     59 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tertanggal 23 Agustus 2006. 
     60 Bandingkan dengan pendapat Denny Indrayana dalam menanggapi putusan Mahkamah 
Konstitusi yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak bisa dijadikan organ yang menjalankan 
peran checks and balances, pendapat dapat dilihat dalam Idul Rushan, op.cit., hlm. 63. 
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Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, 
lembaga ini berwenang mengusulkan hakim ad hoc yang berada 
di Mahkamah Agung. Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi 
Yudisial ini menyatakan Komisi Yudisial mempunyai kewenangan 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di 
Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan 
persetujuan.61 
Artinya, kini Komisi Yudisial bukan lagi hanya menyeleksi 
hakim agung, tetapi juga hakim ad hoc di Mahkamah Agung. 
Karena itulah, Komisi Yudisial kini bertanggung jawab untuk 
menghasilkan hakim ad hoc yang berkualitas. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 13 huruf a di atas, dapat dikatakan bahwa 
wewenang Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim agung lebih 
luas bila dikomparasikan dengan apa yang ditentukan dalam 
Undang-Undang Komisi Yudisial. Berkaitan dengan wewenang 
mengusulkan pengangkatan calon hakim agung itu, Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial juga 
mengamanatkan agar Komisi Yudisial membuat pedoman untuk 
menentukan kelayakan calon hakim agung.  
Pedoman dimaksud merupakan panduan bagi Komisi 
Yudisial dalam menentukan kelayakan calon hakim agung. 
                                                             
     61 Idul Rishan, op.cit., hlm. 114. 
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Keberadaan pedoman tersebut sangatlah penting untuk menjaga 
dan menjamin objektivitas dan profesionalitas Komisi Yudisial 
dalam melakukan proses seleksi calon hakim agung, serta dapat 
dijadikan sarana untuk menjaga kemandirian dan mencegah 
intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.62 
F. Pengertian Jabatan dan Pejabat 
1.  Pengertian Jabatan 
Sebagai suatu kenyataan hukum, menurut Logemann, 
negara itu merupakan wujud organisasi jabatan-jabatan 
(ambtenorganisatie). Yang dimaksud dengan “jabatan” ialah suatu 
lingkungan-pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) 
yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara 
(kepentingan umum).63 Setiap jabatan adalah suatu lingkungan-
pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial 
tertinggi, yang diberi nama negara. Bilamana dalam hukum 
negara dikatakan “jabatan”, maka yang senantiasa dimaksud ialah 
jabatan negara. 
Yang dimaksud dengan lingkungan-pekerjaan “tetap” ialah 
suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat 
dinyatakan dengan tepat-teliti (zovel mogelijk nauwkeurig 
dischreven) dan yang bersifat “duurzaam”.64  
                                                             
     62 Ibid. 
     63 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cetakan ke delapan, disadur oleh Moh.  
Saleh Djindang, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1985, hlm. 187. 
     64 “Duurzaam” berarti tidak dapat diubah dengan begitu saja. 
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Jabatan itu subyek hukum (persoon), yakni pendukung hak 
dan kewajiban (suatu personifikasi). E. Utrecht 
mengilustrasikannya sebagai berikut: seorang petugas polisi dapat 
menahan tiap orang berkendaraan sepeda motor yang tidak 
menyalakan lampu di malam hari, oleh karena jabatannya 
mendukung wewenang untuk menahan itu. Petugas polisi tersebut 
hanya dapat bertindak demikian pada waktu ia melaksanakan 
jabatannya. Oleh hukum tata negara, wewenang tersebut tidak 
diberi kepada pejabat (petugas polisi), tetapi diberi kepada jabatan 
(lingkungan-pekerjaan polisi).65 Sebagai subyek hukum, yaitu 
badan hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kontinuitas 
(continuiteit) hak dan kewajiban. Oleh Logemann, pejabat (yang 
menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan 
berlanjut terus-menerus. 
Oleh karena jabatan merupakan pendukung hak dan 
kewajiban, yaitu subyek hukum, maka dengan sendirinya jabatan 
itu dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandelingen). 
Perbuatan hukum itu dapat diatur oleh baik hukum publik maupun 
hukum privat. Jabatan itu dapat menjadi pihak dalam suatu 
perselisihan hukum (procespartij). Hal ini diakui juga dalam 
peradilan administrasi negara (administratieve rechtspraak).66 
                                                             
     65 E. Utrecht, op.cit., hlm. 188. 
     66 Ibid. 
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Adapun mengenai istilah, E. Utrecht sering menggunakan 
istilah-istilah untuk menunjukkan jabatan, diantaranya “alat 
negara” (staatsorgaan), “alat pemerintahan” (dalam arti luas; 
regeer atau overheidsorgaan), dan alat pemerintahan (dalam arti 
sempit; bestuursorgaan). Semua istilah itu digunakan untuk 
menyatakan satu pengertian yang sama, yaitu jabatan. 
Menurut Logemann, jabatan adalah lingkungan kerja awet 
dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh 
pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili 
oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini 
harus dinyatakan dengan jelas.67 Dari pengertian di atas, 
Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada 
suatu jabatan supaya organisasi dapat berfungsi dengan baik. 
Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan 
demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku 
jabatan (pejabat).  
2.  Pengertian Pejabat 
Menurut Logemann sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht, 
agar dapat berjalan dan/atau menjadi konkrit, maka jabatan-
sebagai personifikasi hak dan kewajiban-memerlukan suatu 
perwakilan (vertegenwoordiging). Yang menjalankan perwakilan 
itu ialah suatu pejabat, yaitu manusia atau badan hukum. oleh 
                                                             
     67 http://innajunaenah.wordpress.com/2010/05/25/logemann1-tentan-jabatan/ diakses pada 
tanggal 11 November 2013, pukul 20.18 Wita.  
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karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan. Jabatan 
bertindak dengan perantaraan pejabatnya. Jabatan bupati 
misalnya, dapat berjalan dan menjadi konkrit karena diwakili oleh 
seorang bupati, yakni diwakili oleh pejabatnya. Sehingga, pejabat 
yang mewakili suatu jabatan berarti ia menjalankan suatu 
lingkungan-pekerjaam tetap guna kepentingan negara. Wakil 
suatu badan hukum adalah manusia atau badan hukum lain. 
Tetapi badan hukum lain itu juga diwakili oleh manusia pula. Jadi, 
wakil jabatan pada akhirnya selalu manusia.68 
Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum 
administrasi negara, khususnya di Indonesia, ada berbagai jenis 
istilah tentang pejabat, yakni misalnya Pejabat Publik dan Pejabat 
Tata Usaha Negara. Istilah ”Pejabat (Publik)” memiliki makna yang 
similar (sama) dengan istilah ”Pejabat Tata Usaha Negara”. Oleh 
karenanya, perlu dikemukakan pendapat Hans Kelsen 
sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa setiap 
jabatan yang menjalankan fungsi-fungsi „law creating function and 
law applying function‟ adalah pejabat tata usaha negara. Artinya, 
bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi 
pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara dapat disebut 
sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat publik. 
                                                             
68 E. Utrecht, op.cit., hlm. 189. 
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Pandangan Hans Kelsen tersebut juga mensyaratkan 3 (tiga) 
hal, yaitu : (i) adanya jabatan; (ii) adanya fungsi pembentukan 
norma hukum negara yang melekat pada jabatan tersebut; dan (ii) 
selain fungsi pembuatan norma hukum negara, juga melekat fungsi 
pelaksanaan norma hukum negara pada jabatan tersebut. 
Pengertian jabatan di sini barangkali dapat dirujuk sebagaimana 
dikemukakan di atas.  
G. Proses Pengisian Jabatan Hakim Agung Menurut Peraturan 
Perundang-Undangan  
Dalam UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan melalui Pasal 24A 
ayat (3) mengenai pengisian calon hakim agung, yakni sebagai 
berikut: 
“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan 
selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden” 
Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 24B ayat (1), yang 
menyatakan: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuruan martabat, serta perilaku hakim”. 
Selanjutnya, oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
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1985 Tentang Mahkamah Agung, juga diatur mengenai mekanisme 
pengisian jabatan hakim agung. Dalam Pasal 8, dinyatakan: 
(1) Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang 
diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang 
diusulkan oleh Komisi Yudisial. 
(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon 
untuk setiap lowongan. 
(4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung 
sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat. 
(5) Pengajuan calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal 
nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna. 
(6) Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang 
diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden. 
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(7) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh 
hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden. 
(8) Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara 
hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.  
(9) Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua 
Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan 
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
pengajuan nama calon diterima Presiden. 
Selanjutnya pengaturan mengenai pengisian hakim agung juga 
terdapat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Dearah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam 
Pasal 71 huruf p dinyatakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan 
Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh 
Presiden” 
Kemudian dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial 
mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim 
agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk 
mendapatkan persetujuan. Dalam melaksanakan kewenangan 
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tersebut, Pasal 14 menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki 
beberapa tugas, yakni melakukan pendaftaran calon hakim agung, 
melakukan seleksi calon hakim agung, menetapkan calon hakim 
agung, dan mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan 
Rakyat. Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (1), dijelaskan bahwa 
Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi uji kelayakan 
terhadap calon hakim agung.  
H. Hirarki Norma 
1. Norma Superior dan Inferior 
Analisis hukum, yang menyingkap karakter dinamis dari 
sistem normatif dan fungsi norma dasar, juga menunjukkan 
kekhususan lebih lanjut dari hukum, yaitu: Hukum mengatur 
kriterianya sendiri sepanjang suatu norma hukum menentukan cara 
norma lain dibuat, dan juga isi dari norma tersebut. Sejak suatu 
norma hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang 
ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan 
alasan validitas yang pertama.69 
Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma 
lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super 
dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan 
pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang 
                                                             
     69 Kelsen, General Theory of Law and State. Translated by: Anders Wedberg. New York: Russel 
& Russel, 1961., dalam Jimly Asshiddiqie & Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, 
Konstitusi Press, 2012, hlm. 100. 
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dibuat adalah inferior. Tata hukum, khususnya sebagai 
personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang 
dikordinasikan satu dengan lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-
norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun 
oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan 
oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh 
norma yang lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan 
tata hukum yang membentuk kesatuan.70 
2. Tingkat-Tingkat dalam Tata Hukum71 
a. Konstitusi 
Sebagai norma dasar, konstitusi adalah level paling 
tinggi dalam hukum nasional. Konstitusi dalam arti formal 
adalah suatu dokumen nyata sebagai seperangkat norma 
hukum yang mungkin diubah hanya menurut ketentuan khusus 
yang dimaksudkan agar perubahan norma ini sulit dilakukan. 
Konstitusi dalam arti material terdiri dari aturan-aturan yang 
mengatur pembuatan norma hukum umum, khususnya 
pembuatan undang-undang. 
Materi konstitusi mungkin ditentukan tidak hanya organ 
dan prosedur legislasi, tetapi juga pada tingkat tertentu isi dari 
hukum yang akan datang. Konstitusi dapat menentukan secara 
negatif apa materi yang dilarang sebagai isi hukum, misalnya 
                                                             
     70 Ibid. 
     71 Jimly Asshiddiqie & Ali Safa’at, Op.Cit., hlm. 101-110 
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parlemen dilarang menyetujui setiap rancangan undang-
undang yang membatasi kebebasan beragama. Konstitusi juga 
dapat menentukan secara positif isi tertentu dari undang-
undang yang akan datang baik berupa materi delik, sanksi, 
maupun prosedur.72 
Jika dalam suatu tata hukum terdapat hukum undang-
undang dan kebiasaan secara bersamaan, jika organ 
pelaksana hukum khususnya pengadilan harus 
mengaplikasikan tidak hanya norma yang dibuat organ legislatif 
tetapi juga norma umum yang dibuat oleh kebiasaan, maka 
kebiasaan diakui sebagai fakta pembuat hukum sebagaimana 
dalam legislasi. Hal ini hanya mungkin jika konstitusi dalam arti 
kata material, menginstruksikan kebiasaan, seperti halnya 
institusi legislasi, sebagai proses pembuatan hukum. Maka 
kebiasaan seperti halnya legislasi adalah institusi 
konstitusional.73 
b. Norma Umum Dibuat Berdasarkan Konstitusi: Undang-Undang 
dan Kebiasaan 
Norma umum yang ditetapkan dengan cara legislasi 
atau kebiasaan, membentuk suatu tingkatan di bawah 
konstitusi dalam hirarki hukum. Norma-norma umum ini 
                                                             
     72 Kelsen, Pure Theory of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German 
Edition. Translated by: Max Knight. Barkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 
1967, dalam Jimly Asshiddiqie & Ali Safa’at, Op.Cit., hlm. 102. 
     73 Kelsen, General Theory, Op.Cit., hlm. 126., dalam Jimly Asshiddiqie & Ali Safa’at, Op.Cit., hlm 
102. 
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diaplikasikan oleh organ yang kompeten, khususnya 
pengadilan dan otoritas administrative. Organ pelaksana hukum 
harus diinstitusikan sesuai dengan tata hukum, yang juga 
menentukan prosedur yang harus diikuti organ pada saat 
mengaplikasikan hukum. Maka norma umum hukum undang-
undang atau kebiasaan memiliki dua fungsi besar, yaitu: (1) 
menentukan organ pelaksana hukum dan prosedur yang harus 
diikuti; dan (2) menentukan tindakan yudisial dan administratif 
organ tersebut. Tindakan inilah yang menciptakan norma 
individual, yaitu penerapan norma hukum pada kasus nyata.74  
c. Hukum Substantif dan Ajektif 
Hukum subtstantif (material) dan hukum ajektif (formal) 
selalu terlibat dalam aplikasi hukum oleh suatu organ, yaitu: (1) 
norma formal yang menentukan pembuatan organ dan 
prosedur yang harus diikuti; dan (2) norma material yang 
menentukan isi dari tindakan yudisial atau administratif.  Kedua 
jenis norma tersebut tidak dapat dipisahkan. 
d. Penentuan Organ Pelaksana Hukum oleh Norma Umum 
Norma umum yang dibuat oleh legislasi atau kebiasaan, 
dalam hubungannya dengan aplikasi melalui otoritas 
pengadilan dan administrasi bekerja seperti halnya konstitusi 
bekerja dalam pembuatan norma umum melalui legislasi dan 
                                                             
     74 Kelsen, Pure Theory, Op.Cit., hlm. 229, dalam Jimly Asshiddiqie & Ali Safa’at, Op.Cit., hlm. 
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kebiasaan. Kedua fungsi tersebut, yaitu aplikasi dan 
pembuatan hukum, ditentukan oleh norma yang lebih tinggi 
secara formal dan material sesuai dengan prosedur dan isi dari 
fungsi yang dijalankan. Materi konstitusi umumnya menentukan 
organ mana dan melalui prosedur apa norma umum dibuat. 
Biasanya konstitusi tidak menentukan isi dari norma yang akan 
dibuat, atau paling tidak hanya menentukan secara negatif.75 
e. Peraturan (“Ordinances‟) 
Kadang-kadang pembuatan norma umum dibagi menjadi 
dua atau lebih tahapan. Beberapa konstitusi memberikan 
otoritas administratif tertentu, misalnya kepala negara, 
kekuasaan untuk menetapkan norma umum yang dengannya 
ketentuan dalam suatu undang-undang dijabarkan. Norma 
umum semacam ini, yang tidak dibuat oleh legislatif tetapi oleh 
organ lain berdasarkan norma umum yang dibuat oleh 
legislative, ditetapkan sebagai peraturan (regulation) atau 
ordonansi (ordinances). 
f. Sumber Hukum 
Sumber hukum adalah ekspresi yang figuratif dan ambigu. 
Istilah tersebut tidak hanya digunakan untuk menyebut metode 
pembuatan hukum, yaitu kebiasaan dan legislasi, tetapi juga 
untuk mengkarakteristikkan alasan validitas hukum khususnya 
                                                             
     75 Jimly Asshiddiqie & Ali Safa’at, Op.Cit., hlm. 105. 
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alasan paling akhir. Maka norma dasar menjadi sumber hukum. 
Namun dalam arti yang lebih luas, setiap norma hukum adalah 
sumber bagi norma yang lain, karena memuat prosedur 
pembuatan norma atau isi norma  yang akan dibuat. Ekspresi 
“sumber hukum” pada akhirnya digunakan juga pada 
keseluruhan makna yuridis. 
g. Pembuatan dan Pelaksanaan Hukum 
Suatu norma yang mengatur pembuatan hukum adalah 
“dilaksanakan” dalam pembuatan norma lain tersebut. 
Pembuatan hukum (law-creating) adalah selalu merupakan 
pelaksanaan hukum (law-applying). Legislasi adalah proses 
pembuatan hukum menurut konstitusi sehingga juga 
merupakan pelaksanaan hukum (konstitusi).  
Seperti telah dijelaskan bahwa pembuatan norma hukum 
dapat ditentukan dalam dua cara, yaitu (1) organ dan prosedur 
yang akan membuat norma yang lebih rendah; dan (2) isi dari 
norma yang lebih rendah. Norma yang lebih tinggi paling tidak 
harus menentukan organ yang akan membuat norma yang 
lebih rendah. Suatu pembuatan norma yang tidak ditentukan 
sama sekali oleh norma lain tidak dapat menjadi bagian dari 
tata hukum. Maka fungsi pembuatan norma harus disebut 
sebagai fungsi pelaksanaan norma walaupun jika hanya 
elemen personal yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. 
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h. Norma Individu yang Dibuat Berdasarkan Norma Umum 
Norma individual ini terkait dengan norma umum 
sebagaimana undang-undang terkait dengan konstitusi. Fungsi 
yudisial seperti halnya legislasi, keduanya merupakan 
pembuatan dan pelaksanaan hukum.76 Norma umum yang 
memuat kondisi dan konsekuensi yang abstrak harus 
diindividualisasi dan dikonkretisasi agar dapat bersentuhan 
dengan kehidupan sosial atau diaplikasikan dalam realitas. 
Untuk tujuan ini, dalam suatu kasus harus diyakini apakah 
kondisi yang ditentukan in abstracto dalam norma umum, ada di 
dalam kasus in concreto, untuk adanya suatu sanksi yang 
ditentukan in abstracto dalam norma umum dapat 
dieksekusikan in concreto. Kedua hal tersebut merupakan 
elemen esensial dari fungsi yudisial. 
Dalam dunia hukum, tidak ada fakta pada dirinya 
sendiri (no fact in itself), tidak ada fakta absolut. Yang ada 
hanyalah fakta yang ditentukan oleh organ yang berkompeten 
melalui prosedur yang ditentukan hukum. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lokasi penelitian di 
beberapa perpustakaan terlebih Perpustakaan di Universitas 
Hasanuddin dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain 
itu, penulis juga memilih untuk melakukan penelitian pada instansi-
instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini, seperti 
Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat 
RI, dan Mahkamah Konstitusi RI. Namun, penelitian yang 
dilakukan oleh penulis lebih bersifat sebagai penelitian normatif, 
dan oleh karenanya lokasi penelitian lebih berperan sebagai 
pendukung terpenuhinya bahan-bahan yang hendak diteliti dalam 
proses penelitian. 
 
B. Jenis dan Sumber Data/Bahan 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yang dalam penelitian normatif disebut sebagai bahan 
hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu 
dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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 Adapun sumber bahan penelitian ini adalah melaui 
Penelitian Pustaka (literature research), yaitu menelaah berbagai 
buku kepustakaan, Koran, naskah akademik, dan karya ilmiah yang 
ada hubungannya dengan objek penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data/Bahan 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan 
cara mencatat  dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan dikaji. 
2. Wawancara. Pada penilitian ini dimungkinkan pula 
pengumpulan bahan pendukung lainnya dangan cara  tanya 
jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 
Akademisi dan Praktisi, kaitannya dengan permasalahan yang 
penulis teliti. 
 
D. Analisis Data/Bahan 
 Bahan yang diperoleh dari penelitian akan diolah dan 
dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis 
bahan yang digunakan adalah analisis bahan yang berupaya 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek 
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yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya bahan tersebut 
disajikan secara preskriptif, yakni dengan memberikan argumentasi 
atas hasil penelitian yang hendak dilakukan, guna memberikan 
preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang 
seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum 
dari hasil penelitian. 
Penulis juga menggunakan beberapa pendekatan dalam 
penelitian ini, diantaranya: 
1. Pendekatan undang-undang (Statute Approach) 
Yaitu penulis melakukan penelitian dengan menelaah semua 
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 
hukum yang sedang ditangani.77 
2. Pendekatan historis (Historical Approach) 
Yaitu dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan 
perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
78
 
3. Pendekatan Analitis (Analytical Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-
istilah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-
undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau 
makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji 
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     78 Ibid. 
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penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-
putusan hukum.79 
4. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan 
perundangan Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan 
perundangan negara-negara lain.80 
 
  
                                                             
     79 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris, 
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 187. 
     80 Ibid. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Tentang Kewenangan DPR dalam Proses 
Pengisian Jabatan Hakim Agung 
DPR merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki 
peran penting dalam mekanisme pengisian beberapa jabatan negara 
di Indonesia. Tentunya, itu berada diluar dari tiga fungsi utama yang 
dimiliki DPR, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi 
anggaran. Tetapi tidak juga dikatakan bahwa kewenangan tersebut 
tidak berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dijalankan. Hanya saja 
kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sangat 
diperlukan dalam menentukan pejabat untuk melaksanakan suatu 
jabatan negara.  
Kewenangan DPR dalam proses pengisian jabatan hakim 
agung dinyatakan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, 
bahwa “calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan  dan 
selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.” Lihat 
pada bagan berikut. 
1            2 
 
Melalui bagan di atas digambarkan mengenai alur perekrutan 
calon hakim agung berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945. Pertama, KY mengusulkan nama calon hakim agung kepada 
KY DPR PRESIDEN 
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DPR (lihat garis 1). Kemudian, DPR berwenang memberikan 
persetujuan terhadap calon yang diusulkan KY, dan selanjutkan nama 
calon yang telah disetujui tersebut diajukan ke Presiden (lihat garis 2). 
Mekanisme pengajuan calon hakim agung kemudian diatur 
lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UU No. 3 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 
Tentang Mahkamah Agung. Jika digambarkan melalui bagan, maka 
akan terlihat sama persis dengan alur dalam konstitusi. 
1            2 
 
Pasal 8 menggambarkan bahwa KY mengusulkan 3 (tiga) nama 
untuk tiap 1 lowongan hakim agung, ke DPR. Dari 3 (tiga) nama 
tersebut, DPR kemudian melakukan pemilihan untuk memilih 1 (satu) 
orang dari tiga nama yang diusulkan untuk setiap lowongan.81 
Kemudian, nama calon yang telah dipilih tersebut kemudian diajukan 
ke Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung.82 Jadi, 
                                                             
     81 Pasal 8 ayat (3) : “Calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk 
setiap lowongan”. 
     82 Lihat Pasal 8 ayat (4), (5), dan (6). Ayat (4) : “Pemilihan calon hakim agung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal 
nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat”. Ayat (5) : “Pengajuan calon hakim agung oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat 
Paripurna”. Berdasarkan ayat (4) dan (5) tersebut, terdapat dua hal yang berbeda dalam 
menentukan calon yang nantinya akan diajukan ke Presiden. Pada ayat (4), syarat calon hakim 
agung untuk dapat diajukan ialah yang dipilih dalam proses pemilihan, sedangkan berdasarkan 
ayat (5) syaratnya ialah setelah disetujui dalam Rapat Paripurna. Secara tersirat ada dua proses, 
yakni dipilih dulu, lalu disetujui. Namun hal itu pun tetap kurang jelas, karena tidak disebutkan 
forum yang melakukan proses pemilihan, apakah juga dalam Rapat Paripurna atau bukan. 
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sebenarnya yang berbeda dengan kandungan konstitusi ialah bahwa 
kewenangan DPR dalam Pasal 24A ayat (3) ialah memberikan 
persetujuan, sedangkan dalam Pasal 8 UU No. 3 Tahun 2009 ialah 
melakukan pemilihan dan memberikan persetujuan. 
Selain dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, mekanisme 
perekrutan hakim agung juga diatur lebih detail dalam UU No. 18 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial. Pada Pasal 14 dijelaskan mengenai tugas KY 
berkaitan dengan kewenangan pengangkatan hakim agung, yakni 
melakukan pendaftaran hakim agung, melakukan seleksi terhadap 
calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan 
calon hakim agung ke DPR. Sedangkan mengenai prosedur 
pengangkatan diatur pada Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, 
Pasal 18, dan Pasal 19. Secara sederhana digambarkan pada bagan 
berikut. 
 
           2 
      1     3 
   4 
 
                             5 
 
                                                                                                                                                                      
     Pasal 8 ayat (6) : “Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden”. 
MA 
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KY DPR 
KEPPRES 
67 
Secara umum, bagan di atas juga memiliki prinsip alur yang 
sama dengan mekanisme yang terdapat dalam UU Mahkamah Agung, 
hanya dijelaskan lebih detail dalam UU Komisi Yudisial. Pertama 
contohnya, jika berakhir masa jabatan seorang hakim agung, maka 
Mahkamah Agung menyampaikan pemberitahuan mengenai jabatan 
hakim agung yang menjadi lowong tersebut ke Komisi Yudisial (garis 
1). Di KY, dilakukan banyak tahapan, mulai dari pengumuman 
pendaftaran calon hakim agung (Pasal 15 ayat (1)), pengajuan calon 
hakim agung oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, atau masyarakat 
(Pasal 15 ayat (2) dan (3)), seleksi administrasi (Pasal 17 ayat (1)), 
pengumuman calon hakim agung yang memenuhi syarat administrasi 
(Pasal 17 ayat (2)), uji kelayakan (Pasal 18 ayat (1)), penetapan dan 
pengajuan calon hakim agung ke DPR (Pasal 18 ayat (4) – garis 2), 
serta menyampaikan tembusan ke Presiden (Pasal 18 ayat (4) – garis 
4).  
Setelah nama calon hakim agung disampaikan ke DPR, dalam 
jangka waktu paling lama 30 hari, DPR menetapkan calon hakim 
agung untuk diajukan ke Presiden (Pasal 19 ayat (1) – garis 3). Paling 
lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya calon hakim agung dari 
DPR, Presiden mengangkat dan menetapkan hakim agung tersebut 
melalui Keputusan Presiden (Pasal 19 ayat (2)), dan jika melampaui 
batas 14 hari namun DPR tidak menetapkan calon, maka Presiden 
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berwenang mengangkat hakim agung dari nama calon yang diajukan 
oleh Komisi Yudisial (Pasal 19 ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (4)). 
Dalam ketentuan tersebut, ada tiga lembaga negara yang 
berperan dalam mekanisme perekrutan hakim agung, yakni Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Yudisial (KY). Ketiganya 
pun memiliki peran dan kewenangan yang berbeda. Jika diuraikan 
sesuai urutan, maka pertama ialah penjaringan calon hakim agung 
oleh KY. Komisi Yudisial, sesuai dengan kewenangan yang diberikan 
dalam undang-undang,  bertugas mulai dari penerimaan pendaftaran 
calon hakim agung hingga pada tahap pengusulan calon hakim agung 
yang telah dinyatakan lolos administrasi dan uji kelayakan, ke DPR. 
Kemudian DPR melaksanakan tugas sesuai dengan 
kewenangan konstitusional yang diberikan, yakni memberikan 
persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY.  
Dalam memberikan persetujuan inilah muncul berbagai permasalahan 
terkait cara atau mekanisme sebelum memberikan persetujuan. 
Mekanisme tersebut tergantung interpretasi DPR terhadap 
kewenangan persetujuan yang diberikan. Sebagaimana fakta empiris, 
sebelum menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap calon hakim 
agung yang diberikan, DPR melakukan tahapan-tahapan untuk 
menilai calon hakim agung yang nantinya akan disetujui. Salah satu 
tahapan yang dilakukan ialah uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and 
proper test) terhadap calon hakim agung. dengan kata lain, DPR 
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menyelenggarakan seleksi sebelum menyatakan persetujuannya 
terhadap calon yang telah diseleksi. Jika dibandingkan dengan proses 
pengisian jabatan negara lain, maka kita akan melihat hal yang sama. 
Namun, pada jabatan negara yang lain, seleksi dijalankan 
berdasarkan kewenangan untuk melakukan pemilihan, sedangkan 
mekanisme pengisian jabatan hakim agung dilaksanakan berdasarkan  
kewenangan untuk melakukan persetujuan. Muncul pertanyaan 
mendasar, mungkinkah “persetujuan” memiliki makna yang sama 
dengan “pemilihan”. Jika dilihat dari sudut pandang sumber 
kewenangan secara atribusi, yakni peraturan perundang-undangan, 
khususnya UUD NRI 1945 dan UU No. 3 Tahun 2009, dalam Pasal 
24A ayat (3) UUD NRI 1945 sangat jelas kewenangan DPR untuk 
menetapkan calon hakim agung melalui instrumen persetujuan. 
Sedangkan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009, justru 
menggunakan kata “dipilih” oleh DPR.83 Padahal, norma mengenai 
mekanisme tersebut dibentuk juga berdasarkan Pasal 24A ayat (5) 
yang merupakan satu kesatuan norma mengenai susunan, 
kedudukan, dan keanggotaan Mahkamah Agung, termasuk menganai 
hakim di Mahkamah Agung.
84
  
Bukankah suatu norma yang lebih rendah harus selaras 
dengan norma yang lebih tinggi di atasnya. Dalam hal ini, Undang-
                                                             
     83 Pasal 8 ayat (2) : “Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”. 
     84 Pasal 24A ayat (5) : “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung 
serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”. 
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Undang Dasar NRI 1945 berkedudukan lebih tinggi dari Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009. Hal ini penting untuk melihat dimana letak 
ketidaksesuaian antara frasa “persetujuan” dalam UUD, dengan frasa 
“dipilih” dalam UU MA. Apakah hanya sebatas persoalan penafsiran, 
ataukah memang terjadi perbedaan tujuan dari pembentuk undang-
undang saat merumuskan norma tersebut.  
Sebelumnya, pengisian jabatan atau perekrutan hakim 
sebenarnya telah diatur dan memiliki standar internasional, yakni 
misalnya dalam Basic Principles on the Independence of the 
Judiciary85 dan Beijing Statement of Principle of the Independence in 
the Law Asia Region (1997). Fajrul Falaakh dalam tulisannya di 
Kompas mengenai hal tersebut menjelaskannya sebagai berikut: 86 
- Pertama, calon hakim memiliki integritas dan kemampuan 
dengan kualifikasi dan pelatihan yang layak.  
- Kedua, sumber perekrutan bervariasi, yaitu hakim karier, 
pengacara, dan akademisi, tetapi sebaiknya lebih banyak dari 
karier.  
- Ketiga, tidak ada satu cara tunggal untuk merekrut hakim. 
Namun, perekrutan itu harus menjamin kebebasan motivasi 
yang tidak tepat: tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna 
kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik atau lainnya, 
asal-usul, kekayaan, dan kelahiran atau status.  
                                                             
     85 Resolusi PBB 1985 Nomor 40/32 dan Nomor 40/146. 
     86 M. Fajrul Falaakh, Kompas, kolom Opini, tanggal 9 Oktober 2013, hlm. 7. 
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- Keempat, jika proses perekrutan melibatkan eksekutif dan 
legislatif, politisasi harus dikurangi. Seleksi oleh suatu komisi 
yudisial merupakan metode yang dapat diterima, dengan 
catatan hakim dan pengacara terlibat secara langsung atau tak 
langsung dalam prosesnya. 
Berdasarkan standar internasional perekrutan hakim tersebut, 
diamanahkan agar proses perekrutan idealnya dilakukan oleh suatu 
komisi yang bersifat independen. Kalaupun melibatkan pemerintah 
atau lembaga perwakilan, maka pemerintah atau lembaga perwakilan 
tersebut tidak boleh bertindak sendiri-sendiri namun harus melibatkan 
hakim dan pengacara, demi terbebasnya dari unsur politik dalam 
prosesnya. 
Pada tingkatan selanjutnya akan diuraikan mengenai implikasi 
yuridis yang kemungkinan dapat terjadi. Apakah secara otomatis, jika 
kedua norma tersebut bertentangan, norma yang lebih tinggi akan 
mengesampingkan norma yang lebih rendah (lex superiori derogate 
legi inferiori). Untuk menjawab satu persatu permasalahan yang 
muncul, terkhusus mengenai makna dari kewenangan “persetujuan” 
oleh DPR, penulis selanjutnya akan menguraikan landasan historis 
berdasarkan risalah rapat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945, sejarah dirumuskannya Pasal 24A ayat (3) tentang 
pengangkatan hakim agung. 
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B. Makna Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses 
Pengisian Jabatan Hakim Agung berdasarkan UUD NRI Tahun 
1945 
Dalam rangka memahami konsep persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam proses pengisian jabatan hakim agung 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945, terlebih dahulu penulis menguraikan bagaimana dan apa 
landasan terbentuknya konsep tersebut, dengan beberapa 
pendekatan, mulai dari perspektif sejarah (historis), konseptual, 
hingga sistematika peraturan perundang-undangan, serta ditambah 
dengan perbandingan dengan wewenang lainnya yang dimiliki DPR 
dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang disingkat 
saja dengan UU MD3. 
Pertama, dari aspek sejarah, yakni dalam Risalah Rapat Panitia 
Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (Perubahan Ketiga UUD 1945) 
tanggal 10 Oktober 2001, dengan agenda Pembahasan Bab IX 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam sekian banyak hal yang 
dibahas dalam Bab Kekuasaan Kehakiman, norma mengenai 
pengangkatan hakim agung, yakni Pasal 24B, menjadi salah satu 
bahasan penting terkait dengan siapa dan bagaimana proses 
pengangkatannya.  
73 
Dalam risalah rapat amandemen tanggal 10 Oktober tersebut 
(hasil penelitian), pembentuk undang-undang memberikan berbagai 
macam pandangan sekaligus tafsiran mengenai Pasal 24B.  
Menurut Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG), yang terpenting 
adalah bagaimana proses pengangkatan itu betul-betul terlepas dari 
kepentingan-kepentingan politik, sehingga bisa menjaga 
profesionalitas. Salah satu caranya yakni hakim agung tetap diusulkan 
oleh Komisi Yudisial, sedangkan DPR hanya bisa memberikan 
persetujuan, sebagaimana disampaikan bahwa: 
“…Kompetensi kemudian profesionalisme itu harus menjadi 
acuan dalam rekrutmen yang kita rumuskan ini, termasuk juga kami 
berpendapat harus betul-betul ada jaminan terlepas dari kepentingan-
kepentingan politik. Oleh karena itu kami nampaknya semua juga 
berubah posisi begitu, termasuk kami. Hakim Agung itu, rumusan 
konkretnya Hakim Agung diangkat dan diberhentikan bukan oleh 
MPR, tetapi dengan persetujuan DPR. Dengan persetujuan DPR atas 
usul Komisi Yudisial. Komisi Yudisial inilah yang kami tetap 
cantumkan, kami masukkan karena dalam rangka kompetensi, 
profesionalisme, dan dalam rangka terlepas dari pengaruh 
kepentingan politik…”87 
 
Pendapat yang kurang lebih serupa disampaikan pula oleh 
Asnawi Latief (F-PDU), meskipun olehnya tidak dijelaskan mengenai 
tafsiran tentang persetujuan DPR yang dimaksud. Asnawi Latief hanya 
menjelaskan bahwa: 
                                                             
     87 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Risalah Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I BP MPR RI - 
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, (Buku Ketiga), hlm. 
507. 
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“…siapa yang mengangkat saya tertarik pada usulan 
perubahan Undang-Undang Dasar dari Tim Ahli. Bahwa Hakim Agung 
diangkat dan diberhentikan degan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat atas usul komisi yudisial yang bersifat independent.”88 
 
Hal tersebut juga disetujui oleh Affandi (F-TNI/Polri), dengan 
mengungkapkan bahwa : 
“…Jadi rumusannya Hakim Agung diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden sebagai kepala negara atas persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat berdasarkan usul dari komisi yudisial. Sehingga 
tidak ada pengertian bahwa yang berperan itu dewan, yudisial dan 
komisi yudisial dan dewan, Presiden hanya menetapkan saja setelah 
mendapat persetujuan dari DPR atas usul komisi yudisial…”89 
 
Pada awalnya, memang pembentuk undang-undang sendiri 
tidak mempersoalkan mengenai makna persetujuan tersebut, atau 
menurut penulis mungkin pembentuk undang-undang belum 
menyadari akan potensi adanya tafsiran lain dari kata persetujuan, 
lebih dari sekadar pilihan untuk menyetujui atau untuk menolak. 
Namun, ada fraksi lain yang memberikan sedikit pandangan mengenai 
mekanisme lanjutan dari norma tersebut, apakah harus melalui fit and 
proper test atau dengan cara lain. Hal ini oleh penulis dianggap 
sebagai satu kesatuan untuk menggali makna dari persetujuan oleh 
DPR. Sebagaimana disampaikan oleh Sutjipno (F-PDIP), bahwa : 
“…Bicara fit and proper test ini kok, kalau yang saya ikuti di 
DPR sekian tahun ini, itu perploncoan pak, jadi ontgroening, 
                                                             
     88 Ibid., hlm. 513. 
     89 Ibid., hlm. 516. 
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perploncoan. Jadi rasanya tidak patut mereka itu menilai orang gitu 
yah, padahal yang dihitung itu kan akhlaknya, profesinya. Sebesar 
apa kemampuan DPR untuk mengukur atau menilai profesi 
seseorang. Apa ada ahlinya di situ, saya tidak yakin…”90 
 
Jadi, menurutnya, terlepas dari kewenangan persetujuan yang 
dimiliki DPR, dari sudut pandang lain Sutjipno tidak melihat urgensi 
DPR untuk melakukan fit and proper test. Atau justru dengan kata lain, 
DPR tidak memerlukan instrumen apapun untuk menyatakan 
persetujuannya terhadap hakim agung yang diusulkan oleh KY. Satu-
satunya cara ialah dengan menyatakan setuju atau tidak setuju. 
Hal tersebut diperjelas kembali sekaligus dipertegas oleh fraksi 
Partai Golkar melalui Agun Gunandjar, yang menyatakan bahwa : 
“…dalam Pasal 24B itu, kami menyatakan bahwa Hakim Agung 
diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR. Atas usul komisi 
yudisial, nah sehingga dengan kata-kata persetujuan DPR. DPR itu 
tidak lagi melakukan fit and proper test, DPR itu tidak lagi melakukan 
proses seleksi, tapi DPR hanya, memberikan persetujuan, dia dapat 
menerima atau menolak sejumlah calon-calon hakim agung yang 
diusulkan komisi yudisial…”91 
 
Secara sederhana, tidak ada perdebatan yang mendetail 
mengenai bagaimana prosedur persetujuan DPR yang dimaksud. 
Namun demikian, secara umum sebagian fraksi mengarahkan 
pemaknaan persetujuan tersebut dengan pandangan bahwa DPR 
tidak perlu lagi melakukan fit and proper test, atau dengan kata lain 
                                                             
     90 Ibid., hlm. 518. 
     91 Ibid., hlm. 527. 
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tidak perlu diadakannya seleksi terlebih dahulu sebelum dinyatakan 
apakah disetujui atau tidak atas hakim agung yang diusulkan. 
Sedangkan, fraksi lain tidak memberikan argumen lain yang serupa 
ataupun bersebarangan dengan pandangan tersebut. 
Jadi, jika ditinjau dari sejarah perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945, secara umum forum rapat menghendaki Pasal 24B 
dimaknai bahwa DPR hanya dapat menyatakan menerima atau 
menolak calon hakim agung yang diusulkan oleh KY. Meskipun 
sebenarnya hal itu didasarkan sebagian didasarkan pada perspektif 
lain di luar dari sistematika perekrutan. Misalnya, sebagaimana 
disampaikan oleh Harjono (F-PDIP) bahwa perekrutan hakim agung 
haruslah diminimalisir pengaruh dari lembaga lain untuk menjaga 
independensi. Harjono menyatakan bahwa : 
“…Ini kalau kita akan berbicara menhindari pengaruh Presiden 
pada pengangkatan Hakim-hakim Agung. Jadi komisi yudisial ini yang 
independent kita buat independent lalu dia menyaring, atas 
saringannya itu kemudian disahkan Presiden menjadi Hakim Agung. 
presiden hanya mengesahkan saja….”92 
 
Adapun dalam risalah perubahan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2004 (perubahan pertama) dan Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2009 (perubahan kedua), tidak ditemukan perdebatan 
ataupun penjelasan detail mengenai batasan kewenangan DPR dalam 
                                                             
92 Ibid., hlm. 510 
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menetapkan calon hakim agung. Dalam artian bahwa DPR tetap saja 
dianggap memiliki kewenangan untuk memilih hakim agung 
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 3 Tahun 2009, yang mana 
norma itu merupakan norma turunan dari Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 
Tahun 1945 (hasil perubahan). Tentu, memunculkan ambiguitas yang 
sangat dalam bahwa apakah Pasal 8 tersebut memang bermaksud 
untuk memberikan instruksi dan instrumen kepada DPR untuk 
menyeleksi hakim agung, sebagai tindak lanjut dari kewenangan 
memilih yang diberikan dalam pasal tersebut. Ataukah pembentuk 
Undang-Undang Mahkamah Agung menganggap bahwa kewenangan 
persetujuan sebagaimana amanah Pasal 24A ayat (3) harus dimaknai 
bahwa untuk dapat memberikan persetujuan, DPR mesti melakukan 
tahapan-tahapan persetujuan, diantaranya dengan proses pemilihan 
terlebih dahulu. Atau bahkan menurut penulis, bisa saja terjadi suatu 
kekeliruan pembentuk undang-undang dalam memahami tujuan dan 
makna dari Pasal 24A ayat (3) sebagaimana yang telah penulis 
uraikan sebelumnya. Sehingga, jika itu terjadi, maka dapat berlaku 
asas lex superiori derogate legi inferiori.  
Dari segi perbandingan dengan negara-negara lain, penulis 
mengutip dan menelaah berdasarkan pendapat Saldi Isra yang 
disampaikan sebagai keterangan ahli dalam perkara pengujian 
undang-undang dengan nomor perkara 27/PUU-XI/2013,93 di mana 
                                                             
     93 Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013, tertanggal 16 Mei 2013. 
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ada tiga negara yang dapat dijadikan perbandingan dalam hal 
pengisian jabatan hakim agung, yakni Amerika Serikat, Jepang, dan 
Irak. Pertama, hakim agung di Amerika Serikat diusulkan oleh 
Presiden kemudian terdapat proses konfirmasi di Senat Amerika 
Serikat. Dalam proses konfirmasi tersebut dilakukan bermacam upaya 
untuk mengetahui kemampuan dan ideologi hukum dari calon yang 
bersangkutan. Jadi, ditegaskan bahwa di Amerika Serikat, lembaga 
perwakilannya (Senat) hanya memberikan konfirmasi terhadap calon 
yang diusulkan presiden, sementara uji kemampuan yang dilakukan 
hanya untuk dijadikan dasar untuk memberikan konfirmasi, apakah 
diterima atau tidak diterima. Hal senada disampaikan oleh Zainal Arifin 
Mochtar pada sidang yang sama, bahwa memang hanya ada dua 
pilihan bagi ketika calon hakim agung diusulkan ke DPR, yakni antara 
disetujui menjadi hakim agung (concern) atau digagalkan/ditolak 
(filibuster).
94
 Tetapi tidak ada proses pemilihan atas calon-calon 
kandidat. 
Adapun di Jepang, Saldi Isra menjelaskan bahwa perekrutan 
hakim agung di Jepang lebih kepada proses internal di kekuasaan 
kehakiman, peran sekretariat menjadi sangat besar dalam proses 
pengusulan hakim agung. Calon berasal dari setiap orang yang 
bekerja di bidang hukum dan melalui proses yang melibatkan banyak 
penegak hukum. Sementara di Irak dibuat suatu lembaga khusus 
                                                             
     94 Ibid. 
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untuk menyeleksi calon hakim agung yang akan direkrut, sedangkan 
peran parlemen Irak hanya memberikan konfirmasi terhadap hasil dari 
proses yang telah dilaksanakan oleh lembaga khusus yang telah 
dibuat. 
Dari ketiga negara tersebut, Indonesia lebih mendekati proses 
perekrutan yang diterapkan diirak, yakni terdapat Komisi Yudisial yang 
merupakan lembaga khusus untuk mengadakan perekrutan calon 
hakim agung. Hanya saja di Indonesia, parlemen (DPR) kembali 
memfungsikan diri layaknya Komisi Yudisial yang juga mengadakan 
tahapan seleksi untuk calon hakim agung yang sebenarnya telah 
melalui proses serupa di Komisi Yudisial. Hal tersebut terjadi karena 
terjadi pergeseran makna dari persetujuan yang merupakan 
wewenang DPR. Padahal, jika kita melihat proses persetujuan yang 
diterapkan di Senat Amerika Serikat, bahwa persetujuan itu hanya 
bermakna konfirmasi yang pilihannya hanya ada dua, yakni disetujui 
atau ditolak. 
Selanjutnya dari segi bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, „persetujuan‟ termasuk dalam kata benda (noun) yang 
bermakna :  
(i)  pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui; pembenaran, atau 
pengesahan, atau perkenan, dsb. 
(ii)  kata sepakat (antara kedua belah pihak); sesuatu (perjanjian, 
dsb) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dsb. 
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(iii) Persesuaian; kecocokan; keselarasan. 
Dalam kamus hukum, persetujuan berarti pemufakatan, 
perjanjian antara satu orang atau lebih mengikat dirinya pada satu 
orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-
pihak dalam perjanjian.95 
Dalam hukum tata negara, tidak ada definisi konkrit mengenai 
istilah persetujuan. Sehingga, pengertian persetujuan berbeda-beda 
tergantung konteksnya. Misalnya, dalam konteks pembuatan 
perjanjian internasional, persetujuan diartikan sebagai tindakan suatu 
organ negara untuk melakukan pengesahan atau ratifikasi terhadap 
perbuatan pemerintah untuk membuat perjanjian atau konfirmasi 
organ tersebut terhadap penandatangan suatu perjanjian oleh 
pemerintahnya.96 
Dalam bahasa Inggris, persetujuan diartikan sebagai agreement. 
Adapun „agreement‟ sendiri memiliki arti sebagai:97 
(i) the statement (oral or written) of an exchange of 
promises (noun.communication) [pernyataan secara lisan atau 
tertulis dari perjanjian] 
(ii) compatibility of observations (noun.attribute) [kompatibilitas 
pengamatan] 
                                                             
     95 Lihat arti persetujuan dalam Marwan & Jimmy, Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete 
Edition, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 509. Namun, persetujuan yang dimaksud dalam 
kamus ini lebih pada konteks hukum perdata. 
     96 Diambil dari website http://damosdumoli.blogspot.com/2009/03/apa-arti-pengesahan-
perjanjian.html, diakses pada tanggal 10 November 2013, pukul 20.50 Wita. 
     97 Diambil dari website http://www.definitions.ws/1161/agreement, diakses pada tanggal 7 
Oktober 2013, pukul 22.00 Wita. 
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(iii) harmony of people's opinions or actions or characters (noun.state) 
[kesesuaian dengan pendapat atau tindakan atau karakter orang-
orang] 
(iv) the thing arranged or agreed to (noun.cognition) [suatu hal yang 
diatur atau disetujui] 
(v) the determination of grammatical inflection on the basis of word  
relations (noun.linkdef) [penentuan infleksi/perubahan gramatikal 
atas dasar hubungan kata] 
(vi) the verbal act of agreeing (noun.communication) [tindakan untuk 
menyetujui] 
(vii) State of agreeing; harmony of opinion, statement, action, or 
character; concurrence; concord; conformity; as, a 
good agreement subsists among the members of the 
council.(noun) [persetujuan negara; kesesuaian pendapat, 
pernyataan, tindakan, karakter, persetujuan; persesuaian; 
konfirmasi; seperti, perjanjian nafkah yang baik di antara anggota 
dewan] 
Selanjutnya, penulis merasa sangat perlu untuk mencari dan 
menemukan makna persetujuan dengan menggunakan sudut 
pandang sistematika peraturan perundang-undangan. Pertama, UUD 
NRI Tahun 1945 melalui Pasal 24A ayat (3) menegaskan bahwa calon 
hakim agung diusulkan oleh KY kepada DPR untuk mendapatkan 
persetujuan. Kemudian, Pasal 24A ayat (3) memberikan ruang yuridis 
untuk pengaturan lebih lanjut mengenai susunan dan kedudukan 
Mahkamah Agung, termasuk pula prosedur pelaksanaan dari Pasal 
24A ayat (3) tersebut. Atas dasar itu, lahirlah UU Mahkamah Agung 
yang telah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU No. 3 
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Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, dijabarkan lebih lanjut 
mengenai mekanisme pengangkatan hakim agung. tepatnya pada 
Pasal 8 ayat (1) s.d. ayat (6). Namun, penulis lebih mengkhususkan 
untuk melihat ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4), karena 
ketentuan tersebut yang menjadi pokok inti terdapatnya indikasi 
pergeseran penjabaran makna persetujuan oleh DPR. Terlebih dahulu 
ayat (2) menjelaskan bahwa calon hakim agung dipilih oleh DPR dari 
nama calon yang diusulkan oleh KY. Kemudian, ayat (3) mempertegas 
bahwa calon hakim agung yang diusulkan KY tersebut dipilih 1 (satu) 
orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan. Ketentuan pada 
ayat (3) tersebut menghendaki adanya proses pemilihan oleh DPR 
terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY. Proses itu pun 
sebenarnya memiliki pijakan logika yuridis yang kuat karena di sisi lain 
KY mengajukan 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan. Artinya, 
sebelum memberikan persetujuan, pembentuk undang-undang 
menghendaki DPR untuk melakukan pemilihan terlebih dahulu. 
Singkatnya, jika terdapat 2 (dua) lowongan hakim agung, maka KY 
mengusulkan 6 (enam) nama, untuk dipilih 2 (dua) diantaranya.  
Sebagaimana yang disampaikan DPR melalui Sarifuddin 
Sudding, bahwa Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945 telah mengatur secara umum dan tegas mekanisme 
pegangkatan hakim agung, yaitu diusulkan oleh Komisi Yudisial 
kepada DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan, kemudian 
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ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Lanjutnya, bahwa 
frasa untuk mendapatkan persetujuan DPR terhadap calon hakim 
agung yang diusulkan Komisi Yudisial dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 
NRI Tahun 1945 bermakna DPR mempunyai kewenangan 
konstitusional untuk dapat memberikan persetujuan atau tidak dapat 
memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan 
oleh Komisi Yudisial tidak serta-merta harus disetujui oleh DPR. Harus 
ada proses penilaian, harus ada proses pemilihan untuk dapat 
disetujui atau tidak dapat disetujui oleh DPR.98 Pertanyaannya ialah, 
apakah persetujuan DPR yang dimaksudkan oleh Pasal 24A ayat (3) 
UUD NRI Tahun 1945 ialah harus dengan proses pemilihan? Atau 
apakah pembentuk undang-undang menghendaki penjabaran makna 
yang sama antara persetujuan dan pemilihan? Secara terminologi 
tentu tidak. Namun sebelum menarik kesimpulan, ada baiknya kita 
melihat perbandingan penggunaan kata persetujuan dan pemilihan 
dalam konteks kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Penulis 
menemukan perbedaan penggunaan kata persetujuan dan pemilihan 
tersebut dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD (UU MD3), terkhusus pada Pasal 71 tentang tugas dan 
wewenang DPR. Lihat bagan berikut. 
 
                                                             
     98 Keterangan DPR dalam persidangan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dalam 
Risalah Sidang Perkara No. 25 & 27/PUU-XI/2013. 
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Klasifikasi Tugas dan Wewenang DPR  
Dalam Pasal 71 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
Persetujuan Pemilihan 
Persetujuan 
bersama (DPR 
dan Presiden) 
Pertimbangan99 
Huruf b 
Huruf g 
Huruf j 
Huruf o 
Huruf p 
Huruf r 
Huruf m 
Huruf q 
Huruf a 
Huruf d 
Huruf e 
Huruf k 
Huruf l 
 
Keterangan : 
- Pasal 71 huruf b : Memberikan persetujuan atau tidak memberikan 
persetujuan terhadap Perppu yang diajukan Presiden untuk menjadi 
undang-undang. 
- Pasal 71 huruf g : Memberikan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan 
oleh Presiden, setelah dibahas bersama terlebih dahulu. 
- Pasal 71 huruf j : Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk 
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara 
lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya. 
- Pasal 71 huruf o : Memberikan persetujuan kepada Presiden atas 
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 
- Pasal 71 huruf p : Memberikan persetujuan calon hakim agung yang 
diusulkan oleh Komisi Yudisial. 
- Pasal 71 huruf r : Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan 
aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat 
luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 
keuangan negara. 
- Pasal 71 huruf m : Memilih anggota BPK dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD. 
- Pasal 71 huruf q : Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi. 
- Pasal 71 huruf a : Persetujuan bersama dalam hal pembentukan undang-
undang. 
- Pasal 71 huruf d : Persetujuan bersama dalam pembentukan undang-
undang, termasuk tehadap RUU yang diajukan oleh DPD. 
                                                             
     99 Selain fungsi persetujuan dan pemilihan, DPR juga memiliki kewenangan untuk memberikan 
pertimbangan terhadap hal-hal tertentu. 
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- Pasal 71 huruf e :  Persetujuan bersama dalam pembentukan undang-
undang, terhadap RUU yang diajukan DPR atau Presiden yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, 
- Pasal 71 huruf k : Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam 
pemberian amnesti dan abolisi. 
- Pasal 71 huruf l : Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 
mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar. 
 
Dari bagan tersebut, dapat dilihat bahwa pembentuk undang-
undang sendiri menggunakan istilah persetujuan dan pemilihan dalam 
batasan tugas dan wewenang DPR. Bahkan untuk lebih 
mempertegas, juga terdapat istilah persetujuan bersama dan 
pertimbangan. Tentunya, penggunaan istilah-istilah tersebut bukan 
tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Cara termudah untuk 
menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara persetujuan dan 
pemilihan, ialah dengan melihat tugas dan wewenang DPR dalam 
konteks yang lebih spesifik, yakni dalam hal pengangkatan anggota 
lembaga negara.100  
Pada pengangkatan hakim agung dan anggota KY, DPR 
memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan, sedangkan pada 
pengangkatan anggota BPK dan hakim konstitusi, DPR memiliki 
wewenang untuk melakukan pemilihan. Logika sederhananya, jika 
pembentuk undang-undang menginginkan mekanisme yang sama 
untuk keempat jabatan tersebut, mengapa tidak digunakan istilah yang 
sama untuk semua jabatan yang dimaksud. Namun dalam hal ini,  
pembentuk undang-undang justru menggunakan istilah yang berbeda 
                                                             
     100 Anggota lembaga negara yang dimaksud ialah anggota Komisi Yudisial (huruf o), Hakim 
Agung (huruf p), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (huruf m), dan Hakim Konstitusi (huruf q). 
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yakni persetujuan dan pemilihan. Artinya, memang peruntukan dan 
pemaknaan istilah persetujuan berbeda dengan pemilihan, terkhusus 
dalam konteks wewenang DPR dalam proses pengisian jabatan 
negara, terlebih lagi pada wewenang lain yang dimiliki DPR. Sehingga 
seharusnya, istilah “mendapatkan persetujuan DPR” dalam proses 
pengisian jabatan hakim agung tidaklah dapat disama-artikan dengan 
pemilihan. Berikut tabel perbandingan perekrutan pejabat negara yang 
melibatkan DPR: 
Perbandingan Wewenang DPR dalam  
Proses Pengisian Suatu Jabatan Negara 
 
Jabatan Wewenang 
DPR 
Dasar Yuridis 
UUD NRI 1945 UU 
Hakim Agung 
Memberikan 
persetujuan 
atau 
pemilihan
101
 
Pasal 24A ayat (3) 
Pasal 8 ayat (2), (3), 
dan (4) UU No. 3 
Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua 
Atas UU No. 14 
Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung,  
Pasal 17 huruf p UU 
No. 27 Tahun 2009 
tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD.  
Pasal 13 huruf a UU 
No. 18 Tahun 2011 
tentang Perubahan 
Atas UU No. 22 
Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial 
Hakim 
Konstitusi 
Melakukan 
pemilihan 
Pasal 24C ayat (3) 
 
Pasal 71 huruf q UU 
No. 27 Tahun 2009 
tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD. 
Pasal 18 UU No. 8 
Tahun 2011 tentang 
                                                             
      101 Persetujuan terdapat dalam UUD NRI 1945, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU Komisi 
Yudisial; sementara pemilihan terdapat dalam UU Mahkamah Agung. 
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Perubahan Atas UU 
No. 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah 
Konstitusi 
Anggota BPK 
Melakukan 
pemilihan 
Pasal 23F ayat (1) 
Pasal 4 UU No. 15 
Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa 
Keuangan 
Pasal 71 huruf m 
UU No. 27 Tahun 
2009 tentang MPR, 
DPR, DPD, dan 
DPRD. 
Komisi 
Yudisial 
Memberikan 
persetujuan 
Pasal 24B ayat (3) 
Pasal 71 huruf o UU 
No. 27 Tahun 2009 
tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD. 
Duta Besar 
Memberikan 
pertimbangan 
Pasal 13 ayat (2) 
Pasal 71 huruf l UU 
No. 27 Tahun 2009 
tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD. 
Kapolri 
Memberikan 
persetujuan 
Tidak diatur 
Pasal 11 ayat (1) UU 
No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia 
Panglima TNI 
Memberikan 
persetujuan 
Tidak diatur 
Pasal 13 ayat (2) UU 
No. 34 Tahun 2004 
tentang Tentara 
Nasional Indonesia 
Gubernur BI 
Memberikan 
persetujuan 
Tidak diatur 
Pasal 41 ayat (1) UU 
No. 3 Tahun 2004 
tentang Perubahan 
Atas UU No. 23 
Tahun 2009 tentang 
Bank Indonesia 
Anggota KPU 
Melakukan 
pemilihan 
Tidak diatur 
Pasal 15 UU No. 15 
Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara 
Pemilihan Umum 
Pimpinan KPK 
Melakukan 
pemilihan 
Tidak diatur 
Pasal 30 ayat (1) UU 
No. 30 Tahun 2002 
tentang Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi 
Anggota 
Komnas HAM 
Melakukan 
pemilihan 
Tidak diatur 
Pasal 83 UU No. 39 
Tahun 1999 tentang 
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Hak Asasi Manusia 
 
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis metode 
pengisian jabatan negara oleh DPR berdasarkan wewenang atribusi, 
yakni yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ketiganya 
ialah persetujuan, pemilihan, dan pertimbangan. DPR memberikan 
persetujuan untuk pengisian jabatan Anggota Komisi Yudisial, Kapolri, 
Panglima TNI, dan Gubernur BI. Sementara itu, pemilihan dilakukan 
oleh DPR dalam proses pengisian jabatan Hakim Konstitusi, Anggota 
BPK, Anggota KPU, Pimpinan KPK, dan Anggota Komnas HAM. 
Adapun dalam pengangkatan Duta Besar, DPR hanya memberikan 
pertimbangan kepada Presiden. 
Namun, memang terdapat inkonsistensi atau setidaknya terdapat 
keragu-raguan pembentuk undang-undang dalam memaknai Pasal 
24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut ke dalam 
undang-undang. Dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD, tetap digunakan istilah “memberikan persetujuan”, 
tetapi dalam UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial, justru 
menggunakan istilah “dipilih oleh DPR”. Namun, setelah penulis 
mencermati ketentuan dalam UU Mahkamah Agung, pemaknaan 
persetujuan mengalami pergeseran ke arah pemilihan disebabkan 
karena adanya ketentuan lain yang mengatur bahwa KY mengusulkan 
3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan, yakni Pasal 18 ayat (5) UU 
No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang dijadikan dasar 
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pengaturan pengangkatan hakim agung dalam UU No. 3 Tahun 2009 
tentang Mahkamah Agung. Dari ketentuan tersebut, DPR memandang 
bahwa perlu dilakukan proses pemilihan untuk kemudian menentukan 
calon hakim agung yang nantinya akan disetujui dan ditetapkan 
sebagai hakim agung. 
Padahal, konsep persetujuan sendiri memiliki proses yang 
berbeda dengan konsep pemilihan. Hal ini sebagaimana diuraikan 
oleh Khusnu Abadi102, bahwa ketentuan pengisian jabatan publik 
dengan mempergunakan frasa memperoleh persetujuan DPR 
mempunyai pengertian dan makna „hanya memberikan pilihan kepada 
DPR untuk: 
a. Memberikan persetujuan, atau 
b. Menolak, atau tidak memberikan persetujuan dengan 
kewajiban pihak yang mengusulkan untuk mengusulkan 
calon yang baru. 
Dari penjelasan tersebut, kita menemukan perbedaan mendasar 
konsep persetujuan dengan pemilihan, artinya kandungan makna dan 
tujuan pada ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
memang berbeda dengan kandungan pada Pasal 8 ayat (2), (3), dan 
(4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
                                                             
     102 Khusnu Abadi menyampaikannya dalam keterangan sebagai ahli pada perkara Pengujian 
UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi, pada hari Kamis, 16 Mei 
2013. Dalam menjelaskan konsep tersebut, Khusnu Abadi mengutip dan membandingkan 
berbagai ketentuan pengisian jabatan publik yang berkenaan dengan makna frasa persetujuan 
DPR, seperti pengangkatan Kapolri, pengangkatan Panglima TNI, pengangkatan gubernur, deputi 
gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia. 
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Jika yang terjadi ialah terdapat penafsiran yang tidak sesuai 
dengan kehendak Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka 
akan berimplikasi yuridis terhadap peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan pengaturan pengangkatan hakim agung tersebut. 
Namun, implikasi yuridis ini akan dibahas pada subbab berikutnya. 
C. Implikasi Yuridis Makna Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam Proses Pengisian Jabatan Hakim Agung 
Sebagaimana diuraikan pada pembahasan subbab sebelumnya 
mengenai makna persetujuan DPR dalam proses pengisian jabatan 
hakim agung, bahwa perlu ada pembedaan penafsiran dari konsep 
persetujuan dengan konsep pemilihan. Persetujuan dimaknai sebatas 
proses untuk menyatakan menyetujui atau tidak menyetujui calon 
hakim agung yang diusulkan oleh KY, sementara pemilihan dimaknai 
sebagai kesatuan proses untuk memberikan penilaian terhadap calon-
calon hakim agung sebelum dipilih mana yang akan ditetapkan oleh 
DPR untuk diajukan ke Presiden. 
Bagan Konsep Persetujuan 
Berdasakan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
 
 
             atau 
  
 
 
 
 
KY DPR 
TIDAK SETUJU 
SETUJU PRESIDEN 
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Bagan Konsep Pemilihan 
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 
 
 
  
 
Berdasarkan bagan di atas, kita dapat menentukan pijakan 
dasar untuk melihat sejauh mana implikasi yuridis yang ditimbulkan 
dengan adanya perbedaan makna persetujuan yang dimaksud. Dan 
tentunya, implikasi yag ditimbulkan harus bertitik tolak dari pemaknaan 
persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24A ayat (3) 
UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, UUD NRI Tahun 1945 
merupakan konstitusi negara Indonesia yang harus dijunjung tinggi 
karena merupakan hukum dasar yang menjadi dasar materil setiap 
pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini pun terkait 
dengan penentuan jenis dan hirarki norma hukum pada tingkatan 
peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan menyatakan bahwa  jenis dan hirarki peraturan perundang-
undangan terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang 
KY DPR 
Pilih calon a, 
atau b, atau c 
KY usulkan calon 
a, b, dan c 
PRESIDEN 
Melalui proses 
seleksi 
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d. Peraturan Pemerintah 
e. Peraturan Presiden 
f. Peraturan Daerah Provinsi 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
Konstitusi merupakan hukum tertinggi serta paling fundamental 
sifatnya, karena konstitusi pada hakikatnya merupakan sumber 
legitimasi atau landasan bagi peraturan perundang-undangan lainnya 
yang kedudukannya berada di bawah konstitusi. Achmad Ruslan 
menjelaskan bahwa, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku 
universal, agar peraturan perundang-undangan yang kedudukannya 
berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat diberlakukan, maka 
peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 
kedudukannya lebih tinggi.103 Dengan demikian peraturan perundang-
undangan yang ada tidak diperbolehkan bertentangan dengan 
ketentuan dalam konstitusi yang berlaku. Jika kita mencermati prinsip 
umum tersebut dan mengaitkannya dengan makna persetujuan 
sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka yang dimaksud 
dengan ketentuan konstitusi ialah Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945, sementara ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah 
konstitusi ialah Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 
(UU Mahkmah Agung). Dalam kedua ketentuan tersebut, telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa makna persetujuan dalam frasa “untuk 
mendapatkan persetujuan” yang terdapat dalam Pasal 24A ayat (3) 
                                                             
     103 Ahmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia, Yogyakarta, Rangkang Education, 2011, hlm. 195. 
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UUD NRI Tahun 1945 berbeda dengan makna pemilihan dan/atau 
dipilih dalam frasa “dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat” yang 
terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 2009 serta 
frasa “pemilihan calon hakim agung” dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 3 
Tahun 2009. 
Perbedaan makna tersebut dapat memberikan akibat terhadap 
keberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
tingkatannya lebih rendah. Sesuai dengan asas lex superior derogate 
legi inferior bahwa ketentuan/aturan yang lebih tinggi 
mengesampingkan ketentuan/aturan yang lebih rendah tingkatannya. 
Semua peraturan yang mengikat disusun secara hirarkis untuk 
menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada 
dua peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku 
adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dan untuk menentukan apakah 
peraturan yang lebih rendah memiliki pertentangan dengan peraturan 
yang lebih tinggi, haruslah melalui lembaga peradilan (yudikatif), 
dengan mekanisme pengujian yudisial (judicial review).  
Dalam konteks makna persetujuan dan pemilihan yang berbeda 
tadi, maka Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 yang 
mengatur tentang pemilihan hakim agung, harusnya diuji terlebih 
dahulu melalui mekanisme judicial review di lembaga peradilan, untuk 
melihat apakah makna pemilihan memang tidak sesuai dengan makna 
persetujan, dan jika memang iya, maka ketentuan tersebut haruslah 
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dinyatakan tidak berlaku. Sesuai kata Mahfud MD, bahwa jika 
peraturan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 
maka untuk memastikan keabsahannya bisa dilakukan melalui 
pengujian oleh lembaga yudikatif.104 Sebagai contoh di Jepang 
dilakuakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), di Amerika Serikat 
dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), dan di Indonesia dilakukan 
oleh MK dan MA, tergantung tingkat peraturan perundang-undangan 
yang diuji. Pada kasus makna persetujuan tadi, yang menjadi objek 
pengujian ialah Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 
tentang Mahkamah Agung, sementara yang menjadi dasar pengujian 
ialah  UUD NRI Tahun 1945, sehingga pengujian yudisial dilakukan 
oleh Mahkamah Agung. Pengujian Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU 
No. 3 Tahun 2009 terhadap Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 tersebut 
juga merupakan pengujian konsitusional (constitutional review), 
karena pengujian dilakukan untuk menentukan konstitusionalitas 
ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.  
Dari hasil wawancara dengan Muh. Alim, bahwa pengaturan 
dalam UU Mahkamah Agung memang sangat menyimpang dari 
ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan dalam UU 
Mahkamah Agung tersebut menimbulkan banyak penafsiran. Menurut 
Muh. Alim, seharusnya memang Komisi Yudisial hanya dapat 
mengajukan 1 calon untuk tiap kebutuhan, dan setelah itu DPR tinggal 
                                                             
     104 Mahfud MD., Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 
2010, hlm. 257 
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menyetujui atau menolak. 105 Jadi, ketentuan dalam UU Mahkamah 
Agung dan juga sebenarnya dalam UU Komisi Yudisial sangat jauh 
dari harapan konstitusi yang berujung pada ketidakpastian hukum. 
Selain alasan konstitusionalitas, ada pula beberapa alasan 
mengapa ketentuan Pasal 8 dalam UU Mahkamah Agung tersebut 
perlu dilakukan pengujian. Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) memiliki kata 
atau frasa yang memuat ambuguitas. Dikatakan ambigu karena 
adanya ketidakjelasan kandungan dari perumusan pasal yang 
bersangkutan. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan tersebut 
muncul sebagai turunan dari ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 
Tahun 1945 yang memuat kata persetujuan. Sedangkan, dengan 
dirumuskannya kata pemilihan dan/atau dipilih dalam UU Mahkamah 
Agung tersebut menimbulkan adanya maksud dan tujuan yang 
berbeda. Padahal, suatu ketentuan peraturan perundang-undangan 
haruslah memuat asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 menyatakan sebagai berikut: 
“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 
…. 
f. kejelasan rumusan 
                                                             
     105 Hasil wawancara dengan Muh. Alim (hakim konstitusi) pada tanggal 12 Januari 2014 di 
Mahkamah Konstitusi RI. 
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…. 
Dan dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “asas 
kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-
undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan, sestematika, pilihan kata atau istilah, serta 
bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 
Berkaitan dengan asas tersebut, Jimly Asshiddiqie juga menganggap 
bahwa pengaturan suatu materi ketentuan tertentu dalam undang-
undang yang bersangkutan memang harus memiliki tujuan yang 
jelas.106 HAS. Natabaya juga menjelaskan bahwa dalam menyusun 
peraturan perundang-undangan diharapkan agar dapat konsisten, 
artinya diharapkan menggunakan satu istilah untuk hal atau maksud 
yang sama berdasarkan asas duidelijke terminologien. Sehingga, tidak 
diperbolehkan menggunakan beberapa istilah untuk hal atau maksud 
yang sama.107 
Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU Mahkamah Agung telah 
memiliki tujuan yang tidak jelas dengan mengandung ambiguitas 
dalam penggunaaan kata atau istilah serta bahasa hukum yang tidak 
jelas. Kata atau istilah “dipilih” telah mengakibatkan penafsiran yang 
berbeda dengan kata “persetujuan” dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 
                                                             
     106 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta, RajaGrafindo Persada, , 2010, hlm. 142. 
     107 HAS. Natabaya, Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945, dalam Refly Harun, dkk, 
Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi), Jakarta, Konstitusi Press, 
2004, hlm. 59. 
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NRI Tahun 1945. Pertentangan tujuan yang timbul dapat berimplikasi 
pada dibatalkannya ketentuan mengenai pemilihan hakim agung 
dalam UU Mahkamah Agung.  
Selain terhadap UU Mahkamah Agung, juga berimplikasi 
terhadap segala ketentuan lain yang berkaitan dengan mekanisme 
pengisian jabatan hakim agung, termasuk UU Komisi Yudisial, hingga 
pada Tata Tertib DPR yang mengatur tentang tata cara pemberian 
persetujuan terhadap pengisian suatu jabatan. Segala ketentuan yang 
dimaksud haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak lagi memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945. Sehingga, setiap pengaturan tentang hal tersebut 
harus di-reformasi berdasarkan makna dan tujuan dari persetujuan 
DPR yang terdapat dalam konstitusi. 
 
D. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013 
Posisi produk legislatif yang mendapatkan reaksi sosial atau 
perlawanan sekelompok orang, yang kemudian perlawanan ini 
dilanjutkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dengan cara 
mengajukan permohonan uji materil (judicial review), harus disikapi 
dalam bentuk pengakuan kalau produk yuridis ini mengandung 
kekurangan, yang oleh sebagian ahli, kekurangan ini diantaranya 
ditempatkan sebagai produk yang berlawanan terhadap konstitusi 
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(UUD NRI Tahun 1945) dan merugikan rakyat.108 Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 merupakan salah satu bukti, bahwa 
produk legislasi nasional, diantaranya yang mengatur masalah 
wewenang dan mekanisme pengisian jabatan publik, masih terdapat 
kesalahan atau terdapat unsur pelanggaran yang merugikan hak 
konstitusional warga negara. 
Dalam konteks jabatan hakim agung, pada dasarnya Pasal 24A 
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai prinsip umum 
mekanisme pengisian jabatan hakim agung. Yakni bahwa hakim 
agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk mendapatkan persetujuan untuk selanjutnya ditetapkan 
sebagai hakim agung oleh Presiden. Namun, norma konstitusi ini 
kemudian diturunkan pada level undang-undang secara keliru melalui 
ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa hakim agung dipilih oleh 
DPR. Hal ini yang kemudian dianggap sebagai penyimpangan 
terhadap konstitusi, karena konstitusi secara tegas dan tersurat 
mengamanahkan DPR untuk memberikan persetujuan terhadap calon 
hakim agung, bukan melakukan pemilihan. Warga negara Indonesia 
yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan adanya 
ketentuan tersebut pun mengajukan permohonan pengujian terhadap 
                                                             
     108 Abdul Wahid, Jurnal Konstitusi, Politik Legislasi Menentukan Demokrasi, Jakarta, Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 165. 
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Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009, dalam hal ini oleh 
Made Dharma Weda, RM. Panggabean, dan ST. Laksanto Utomo 
(selaku pemohon). Selain terhadap pasal tersebut, pemohon dalam 
perkara a quo juga mengikutsertakan Pasal 18 ayat (4) Undang-
Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, untuk ikut diuji 
konstitusionalitasnya. Dalam duduk perkara, para pemohon 
mendalilkan bahwa pengangkatan hakim agung dalam undang-
undang telah diatur secara menyimpang dari Pasal 24A ayat (3) UUD 
NRI Tahun 1945. Pemohon berpendapat, menurut Pasal 8 ayat (2), 
(3), dan (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY, DPR bukan 
memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan 
KY sebagaimana diatur dan dikehendaki oleh UUD NRI 1945, tetapi 
melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung tersebut. 
Pengaturan oleh kedua Undang-Undang tersebut, menurut pemohon, 
bukan hanya melanggar konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian 
hukum, tapi juga memaksa KY untuk mengajukan calon hakim agung 
melebihi jumlah lowongan hakim agung yang dibutuhkan. Oleh karena 
itu, para pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
membatalkan ketentuan-ketentuan yang melanggar konstitusi 
tersebut.  
Adapun salah satu alasan yang diuraikan pemohon ialah 
bahwa pengaturan kewenangan DPR untuk “memilih” calon hakim 
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agung dalam UU MA dan UU KY telah menimbulkan ketidakpastian 
hukum terhadap hak setiap warga negara Indonesia pada umumnya 
yang berkeinginan mengabdi sebagai hakim agung karena 
mekanisme pemilihan calon hakim agung yang terkait dengan 
keterlibatan DPR menjadi tidak jelas. Alasan lainnya ialah berpotensi 
mengganggu independensi peradilan karena hakim agung dipilih oleh 
DPR, di mana dengan mekanisme pemilihan ini memungkinkan DPR 
menolak calon-calon yang diusulkan oleh KY atas alasan dianggap 
tidak memenuhi jumlah calon yang disyaratkan UU MA dan UU KY 
atau DPR memilih calon hakim agung yang dapat melindungi 
kepentingan partai politik tertentu.  
Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 
Tahun 2011 menyebutkan bahwa untuk setiap lowongan hakim 
agung, KY mengusulkan 3 (tiga) nama calon untuk dipilih oleh DPR. 
Pasal ini muncul dianggap sebagai akibat yuridis dari berlakunya 
Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 yang mengatur 
tentang pemilihan hakim agung. Pasal ini pula yang menjadi dasar 
pijakan DPR untuk berpendapat bahwa untuk dapat disetujui atau 
tidak setujui sebagai hakim agung, maka DPR perlu untuk 
melaksanakan berbagai macam tahapan atau proses untuk 
memberikan pandangan dan penilaian terhadap calon-calon yang 
diajukan. Atau dengan kata lain, proses pemilihan mutlak adanya jika 
dari tiap 3 (tiga) nama calon, akan ditentukan 1 (satu) calon untuk 
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ditetapkan sebagai hakim agung yang selanjutnya akan diajukan ke 
Presiden. 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013 pada 
prinsipnya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, 
yakni ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) UU MA dan Pasal 18 ayat 
(4) UU KY dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, 
dan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi lebih cenderung untuk 
melihat sisi independensi badan peradilan dalam konteks 
pengangkatan hakim agung. Hal ini berdasarkan pertimbangan 
Mahkamah Konstitusi yang menjadikan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 
1945 sebagai dasar utama dalam putusannya.  
Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi ruh 
putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan mekanisme 
pengangkatan hakim agung ini. Mahkamah Konstitusi berpendapat, 
salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan 
maupun hakim, UUD NRI 1945 mengatur sedemikin rupa proses dan 
mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan 
menyerahkan pengusulan calon hakim agung kepada suatu organ 
konstitusional yang independen yaitu Komisi Yudisial. Mahkamah 
Konstitusi pun mengamini bahwa dengan pengusulan oleh KY 
tersebut semestinya dapat meminimalkan pengaruh politik dalam 
pengangkatan hakim agung.  
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Sekali lagi, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, lebih 
banyak melihat peran Komisi Yudisial yang harus dikembalikan pada 
posisinya sebagai lembaga independen yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung.109 Oleh karena itu pula, MK 
beranggapan bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 
merupakan mekanisme pengusulan yang ketat karena telah melalui 
proses yang selektif pada Komisi Yudisial. Namun, menjadi tidak 
sinkron ketika pengaturan tersebut dituangkan pada Pasal 8 ayat (2), 
(3), dan (4) UU MA, di mana DPR bukan lagi memberikan 
persetujuan, melainkan DPR memilih calon hakim agung yang 
diusulkan oleh KY, kemudian melakukan fit and proper test seperti 
yang telah dilakukan KY, ditambah lagi dengan wawancara yang 
dilakukan DPR terhadap calon hakim agung untuk menguji 
penguasaan ilmu hukumnya.  
Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah 
Konstitusi berkesimpulan bahwa pasal-pasal yang diajukan dalam 
perkara a quo bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 
1945. MK pun menetapkan bahwa kata “dipilih” haruslah dimaknai 
sebagai “disetujui”, begitupun kata “pemilihan” haruslah dimaknai 
sebagai “persetujuan”.  
Berkaitan putusan tersebut, penulis beranggapan bahwa 
Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan aspek independensi 
                                                             
     109 Lihat Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, serta Pasal 13 dan 14 UU No. 18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 
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badan peradilan dalam penentuan konstitusionalitas ketentuan dalam 
UU MA dan UU KY yang diajukan. MK hanya sedikit menyinggung 
persoalan tujuan dasar dibentuknya Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 
tersebut, yakni dalam pertimbangan mengenai sejarah pembentukan 
Pasal 24A ayat (3) pada saat Rapat Pleno PAH I BP MPR yang 
membahas Perubahan Ketiga UUD 1945, khususnya bagian 
kekuasaan kehakiman. 
Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, 
mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung, menjadi sebagai berikut: 
(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang 
diusulkan oleh Komisi Yudisial. 
(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon 
untuk setiap lowongan. 
(4) Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang 
terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
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Sementara Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, 
berubah menjadi, “Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) 
hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 
1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) 
lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada 
Presiden.” 
Putusan MK kembali memberikan penjelasan sekaligus 
penafsiran yang mencerahkan ketentuan mengenai mekanisme 
pengisian jabatan hakim agung. Sehingga tafsiran mengenai kata 
persetujuan dan pemilihan menjadi tunggal, yakni sebatas persetujuan 
yang dilakukan oleh DPR. Putusan MK pun memberikan jaminan 
kejelasan teknis prosedural dalam pengangkatan hakim agung, juga 
memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara yang berniat 
untuk mengabdi sebagai hakim agung. Sebab, segala proses yang 
akan dihadapi menjadi jelas dan pasti, mulai dari pendaftaran dan 
seleksi di Komisi Yudisial, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 
hingga penetapan oleh Presiden melalui instrumen Keputusan 
Presiden (Keppres). 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
1. Istilah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 24A 
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memiliki makna bahwa DPR hanya 
dapat menyatakan setuju atau tidak setuju (menolak) terhadap 
nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Istilah “dipilih” 
dan “pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki ambuguitas 
dalam penerapannya, dan juga memiliki ketidakjelasan tujuan 
dalam perumusannya, karena memberikan peluang kepada DPR 
untuk memperluas wewenangnya dengan melakukan pemilihan 
yang berujung pada proses seleksi terhadap calon hakim agung. 
Sehingga istilah “dipilih” dan “pemilihan” memiliki makna dan 
tujuan yang tidak sesuai dengan makna dan tujuan yang 
dikehendaki Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945. 
2. Pertentangan makna antara rumusan persetujuan dalam Pasal 
24B ayat (3) UUD NRI 1945 dan pemilihan dalam Pasal 8 ayat (2), 
(3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009, dapat dijadikan dasar untuk 
dilakukan pengujian (judicial review) kepada lembaga peradilan 
yang berwenang menentukan konstitusionalitas suatu ketentuan 
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dalam undang-undang, yakni Mahkamah Konstitusi. Pengujian 
tersebut tentunya dalam rangka untuk menyatakan ketentuan 
Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 bertentangan 
dengan konstitusi. Jika bertentangan dengan konstitusi, maka 
secara yuridis tentunya berimplikasi terhadap tidak mengikatnya 
ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, mengingat putusan MK 
bersifat final dan mengikat (final and binding), serta memiliki daya 
ikat secara umum (erga omnes). Sehingga, dengan adanya 
putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013, kewenangan 
DPR dalam proses pengisian jabatan hakim agung kembali pada 
kewenangan yang diberikan langsung oleh konstitusi, yakni 
sebatas memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung 
yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Jika DPR menyatakan 
setuju, maka calon hakim agung tersebut diajukan ke Presiden 
untuk diangkat sebagai Hakim Agung. Kalaupun DPR pada 
akhirnya tidak menyetujui calon hakim agung yang diusulkan, 
maka KY dengan kewenangan yang dimiliki, dapat melakukan 
proses ulang dari awal untuk menyeleksi dan mengajukan nama 
calon hakim agung yang baru ke DPR hingga terpenuhinya 
lowongan jabatan hakim agung yang dibutuhkan. 
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B. SARAN 
1. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang menjalankan 
sebagian besar fungsi legislasi nasional, hendaknya 
memerhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik, agar produk legislasi yang dihasilkan 
terjamin kualitas rumusan dan tujuannya, sehingga tidak lagi 
timbul pemaknaan ganda atau penafsiran yang tidak sesuai 
dengan kehendak UUD NRI 1945. 
2. Proses pengisian jabatan hakim agung hendaknya lebih 
dipercayakan secara utuh kepada Komisi Yudisial sebagai 
lembaga yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk 
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, melalui salah 
satu peran pentingnya yakni melaksanakan pengangkatan hakim 
agung. 
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